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مََجأ َٰٓ  ً َِنإ ٍ َۡ َِدث ُىتَََُاَدت َاِذإ ْا َُٰٓى َياَء ٍَ َِرَّنٱ بَهََُّأ
َٰٓ  ََ  ٖ  ّىَع ُّي  ٖ ُُُِۚىُجتۡكٱَف ي
3… 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya…” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).4 
  
                                                             
3
QS. Al-Baqarah [2]: 282. 
4
Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur„an dan Terjemahan, Jakarta: Dirjen Bimas 










STUDI KRITIS TERHADAP KETETAPAN PENGADILAN AGAMA 
SAMPIT NOMOR: 0041/PDT.P/2017/PA.SPT TENTANG PERNIKAHAN 
DIDUGA SIRRI 
ABSTRAK 
PenetapanmPengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.P/2017/Pa.Spt 
Pernikahan diduga sirri. Persoalan yang penulis temui melalui penelitian ini 
adalah pernikahan sirri yang dilaksanakan dengan berwali hakim. Fokus 
penelitian ini membahas bagaimana putusan Menteri Agama tentang akta nikah 
menggunakan wali hakim yang tidak mendapat kutipan akad dari KUA, 
kronologis isi permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 
Sampit, dan Hakim Pengadilan Agama Sampit mengabulkan permohonan itsbat 
nikah. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, (legal research) tentang 
penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tentang 
pernikahan diduga sirri. Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis. Penelitian ini 
juga bersifat lapangan (field research) di mana penulis menggali dan 
mengumpulkan data untuk dideskripsikan secara sistematis dari 3 hakim di 
Pengadilan Agama Sampit. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumen. Pemeriksaan Pengabsahan data dengan 
trianggulasi dan analisis data dengan deskripsi analisis. 
Hasil penelitian ini yaitu; Pertama, dalam Putusan Menteri Agama (PMA) 
terhadap wali hakim yang tidak mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan 
Agama memang tidak disebutkan secara jelas ketentuan wali hakim tersebut. Namun, jika 
dipahami secara secara mafhum mukholafah, pernikahan dengan cara wali hakim yang 
tidak sesuai dengan PMA tersebut dapat dinyatakan bahwa itsbat nikah tidak bisa 
dilangsungkan ke Pengadilan Agama melainkan pasangan yang diduga sirri harus 
mengulang kembali nikahnya kepada KUA karena yang berhak menjadi wali hakim 
adalah KUA itu sendiri. Kedua, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampit dalam 
mengabulkan sidang itsbat nikah bagi pasangan yang diduga sirri para hakim tidak hanya 
mempertimbangkan secara yuridis normatif terhadap pengabulan tersebut. Akan tetapi, 
secara sosiologis menjadi dasar pertimbanganya karena para hakim Pengadilan Agama 
Sampit melihat agar keluarga pasangan yang diduga sirri bisa menjalani kehidupan 
sebagai masyarakat dan warga secara normal berdasarkan agama dan menurut hukum 
positif. 








CRITICAL STUDY ON THE DETERMINATION OF THE SAMPIT 
RELIGION COURT NUMBER: 0041 / PDT.P / 2017 / PA.SPT ABOUT 
WEDDING PROVIDED BY SIRRI 
ABSTRACT 
Determination of Sampit Religious Courts Number: 0041 / Pdt.P / 2017 / 
Pa. Spt Marriage is suspected to be sirri. The problem that the author encountered 
through this research was sirri marriage which was carried out with the authority 
of a judge. The focus of this study discusses how the decision of the Minister of 
Religion on marriage certificates uses guardians of judges who do not get quotes 
from the KUA, , chronologically the contents of the marriage permit application 
submitted to the Sampit Religious Court, and The Judge of the Sampit Religious 
Court granted the request for marriage certificate. 
This research is normative legal research (legal research) about the 
establishment of the Sampit Religious Court Number: 0041 / Pdt.P / 2017 / PA. 
Spt about marriage allegedly sirri. The nature of this research is analytical 
descriptive. This research is also field (field research) in which the author explores 
and collects data to be systematically described from 3 judges in the Sampit 
Religious Court. . The technique of data collection is done through observation, 
interviews, and documents. Validation of data by triangulating and analyzing data 
with analytical descriptions. 
The results of this study are; First, in the Decree of the Minister of Religion 
for the guardian of the judge who did not get a marriage certificate from the 
Office of Religious Affairs, the provisions of the judge's guardian were not clearly 
stated. However, if understood by mukholafah, marriage by the judge's guardian 
who is not in accordance with the Decree of the Minister of Religion, it can be 
stated that the marriage certificate cannot be held to the Religious Courts but the 
couple suspected of having to repeat the marriage to the Ursan Religion Office 
because the right to be guardian of the judge is the Office of Religious Affairs 
itself. Second, the consideration of the Sampit Religious Court judges in granting 
the marriage certificate to a couple suspected of being sirri the judges did not only 
consider the normative juridical towards the obedience. However, sociologically 
became the basis of consideration because the judges of the Sampit Religious 
Court saw that the families of couples suspected of being sirri could live their 
lives as citizens and citizens normally based on religion and according to positive 
law. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة Ba B Be 
د Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
غ Syin Sy esdan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Koma terbalik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 





ٌ Nun N En 
و Wawu W Em 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ٌ ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ٍَدقعتي Ditulis mutaʻaqqidi>n 
حدع Ditulis ʻiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
خجه Ditulis Hibbah 
خَصج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءبُنولأاخيسك Ditulis Karamah al-
au>liya>‟ 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 حبكشسطفنا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َا Fathah ditulis A 
 ٌِ Kasrah ditulis I 
 ُو Dammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
خُههبج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ٍععَ Ditulis yasʻā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 








ضوسف Ditulis Furūd 
 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
ىكُُث Ditulis Bai>nakum 
Fathah + wawumati Ditulis Au 
لىق Ditulis Qau>lun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
ىتَأأ Ditulis a‟antum 
ددعأ Ditulis uʻiddat 
ىتسكش ٍئن Ditulis la‟insyakartum 
 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ٌأسقنا Ditulis Alquran 
ضبُقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.  
ءبًعنا Ditulis as-Samā‟ 
طًشنا Ditulis asy-Syams 
 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضوسفنا ٌوذ Ditulis żawi> al-furūḍ 







A. Latar Belakang 
Itsbat nikah adalah tahapan penetapan pernikahan dua orang suami isteri 
yang sebelumnya belum sah menurut hukum negara. Tujuan dari tisbat nikah 
adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya 
perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dengan sudah dilaksanakannya itsbat nikah, maka yang 
bersangkutan telah mendapatkan hak konstitusinya. Ketentuan untuk 
mendapatkan akta nikah tertera dalam surah al-Baqarah ayat 282 berikut: 
 َت َاِذإ ْا َُٰٓى َياَء ٍَ َِرَّنٱ بَهََُّأ
َٰٓ  ََمََجأ َٰٓ  ً َِنإ ٍ َۡ َِدث ُىتَََُاد  ٖ  ّىَع ُّي  ٖ ُُُِۚىُجتۡكٱَف ي
5… 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya…” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).6 
Pelaksanaan itsbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal 
tertentusaja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) 
Kompilasi Hukum Islam, namun fakta di lapangan menunjukkan banyaknya 
perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar 
ketentuan perundang-undangan,misalkan permohonan itsbat nikah terhadap 
pernikahan di bawah umur.
7
 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 
                                                             
5
QS. Al-Baqarah [2]: 282. 
6
Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur„an dan Terjemahan, h. 60. 
7




diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”.8 Ketentuan ini bisa berakibat 
bagikurangnya respon masyarakat pencatatan perkawinan, karena dengan 
adanya persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum 
perkawinan merekamasih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama 
kendatipun telah diaturterhadap keadaan yang boleh diajukan Itsbat nikah 
(penetapan nikahnya). Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan 
menjawab segala macam permohonan dangugatan yang diajukan, hal tersebut 
diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. 
Terbukti dengan banyaknya perkara permohonan penetapan itsbat nikah di 
Pengadilan Agama. 
Pengadilan Agama Sampit adalah salah satu pengadilan di Indonesia 
yang merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang 
menerima,memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya. 
Kasus yang berkenaan dengan itsbat nikah salah satunya 
adalahpermohonan Isbat nikah pada perkara Nomor : 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt 
di Pengadilan Agama Sampit yaitu antara Pemohon I (BR) dan Pemohon II 
(ML) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 April 2011 di 
Kecamatan Baamang Kabupaten Sampit, pada saat pernikahan tersebut 
Pemohon I (BR) berstatus jejaka dan Pemohon II (ML) berstatus Perawan, dan 
yang bertindak sebagai wali hakim adalah pembantu penghulu karena dari 
keterangan pemohon bahwa pemohon tidak mempunyai wali sehingga 
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dilaksanakan dengan wali hakim,dengan maskawin berupa uang sebesar 
50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang 
bernama SP dan MS serta dihadiri oleh undangan lainnya. Antara pemohon I 
(BR) dan pemohon II (ML) tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, 
serta pemohon II (ML) tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga 
pernikahan antara pemohon I (BR) dan pemohon II (ML) tidak terdapat 
halangan baik menurut syari‟at Islam maupun perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kedua pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah 
mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada 
register Kantor Urusan Agama dan kantor Urusan Agama menolaknya, 
dengan alasan itu para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah 
dari Pengadilan Agama Sampit, guna dijadikan sebagai alasan hukum adanya 
serta sahnya pernikahan tersebut, maka mereka mengajukan permohonan 
itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Sampit dan atas perkara ini Pengadilan 
Agama Sampit pada tanggal 01 Agustus 2017 telah mengeluarkan 
penetapannya melalui penetapan Nomor:0041/Pdt.P/2017/PA.Spt. Pemohon I 
(BR) dan Pemohon II (ML) melangsungkan pernikahannya tanpa memenuhi 
syarat pernikahan, karna pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II 





Dalam Peraturan Menteri Agama Rebulik Indonesia nomor 30 tahun 
2005 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali hakim 
dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak mempunyai wali adalah Kepala 
Kantor Urusan Agama.
9
 Selanjutnya, dalam pasal 2 juga sebutkan bahwa 
apabila calon pengantin perempuan berada di luar negeri/diluar territorial 
wilayah Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau walinya 
tidak memenuhi syarat, mafqud, berhalangan atau adhal
10
 dan juga 
Komplikasi Hukum Islam pasal 1 huruf b tentang wali hakim dan 
kewenangannya di mana wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan 
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
11
 
Pelaksanaan akad bagi calon pengantin yang wali putus, tidak 
mempunyai wali nasab yang berhak, walinya tidak memenuhi syarat, mafqud, 
berhalangan atau afdhal sesuai peraturan Menteri Agama, maka Kepala Seksi 
yang membidangi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten/Kota atas nama Menteri Agama menunjuk Penghulu 
fungsional atau pembantu penghulu untuk menjadi wali hakim dalam 
wilayahnya dan apabila tanpa adanya tauliyah wali maka pernikahannya tidah 
sah. 
Dalam perkara itsbat nikah Nomor:0041/Pdt.P/2017/PA.Spt telah terjadi 
kontradiksi dengan Peraturan Menteri Agama yakni, pelaksanaan akad nikah 
                                                             
9
Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim 
10
Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Pedoman Akad Nikah, Jakarta, 2006, h. 178. 
11
Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan 




dengan wali hakim yang dilaksanakan oleh pembantu penghulu tanpa adanya 
surat tauliyah wali hakim. Berdasarkan hal tersebut, penulis perlu melakukan 
penelitian terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Sampit tentang itsbat 
nikah yang diduga nikah sirri dengan judul Studi Kritis Terhadap 
Ketetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.p/2017/PA.SPT 
Tentang Pernikahan yang Diduga Sirri 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, yang telah diuraikan maka dapat 
dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana putusan Menteri Agama tentang akad nikah menggunakan wali 
hakim yang tidak mendapat kutipan akta nikah dari KUA? 
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Sampit mengabulkan permohonan 
itsbat nikah? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Menteri Agama tentang akad 
nikah menggunakan wali hakim yang tidak mendapat kutipan akta nikah 
dari KUA! 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sampit 








D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Akademik 
a. Memperluas wawasan keilmuan dalam masalah hukum Islam, 
terutama  dalam masalah hukum  atau secara lebih eksplisit dalam 
masalah Isbat nikah, serta problematika yang muncul didalamnya; 
b. Untuk persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Prodi 
Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya.  
2. Praktis 
a. Sebagai masukan dan perbandingan bagi penulis dalam kaitan tugas 
dan profesi penulis sebagai Kepala KUA/penghulu dalam memberikan 
pemahaman kepada rekan Kepala KUA dan Penghulu serta 
penyuluhan kepada masyarakat dalam masalah itsbat. 
b. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi para hakim dalam 
menyusun dan membuat putusan yang berkiatan dengan itsbat. 
c. Sebagai acuan atau setidaknya menjadi inspirasi bagi para peneliti 
selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih intensif masalah-







A. Penelitian Terdahulu 
Ada beberapa penelitian terdahulu yang pada aspek-aspek tertentu 
terdapat kesamaan dalam penelitian ini, namun pada aspek lain terdapat 
perbedaan yang mendasar, para peneliti terdahulu tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Rizki Amalia, SH, tahun 2012, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 
Universitas Indonesia, dengan Judul” Isbat nikah terhadap perkawinan 
yang dilangsungkan sebelum dan setelah berlakunya undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok). 
Kesamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan tesis ini adalah: 
a. Kesamaan diantaranya adalah: 
a. Sama-sama meneliti tentan kasus Isbat nikah atau penetapan nikah. 
b. Meneliti putusan lingkungan pengadilan agama yang di atas adalah 
penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan 
Agama Depok. 
2. Perbedaannya diantaranya adalah: 
1) Dalam peneltian yang penulis adalah Isbat nikah yang berwali 
hakim. 
2) Putusan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama Sampit.12 
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b. Raudatul Hasanah, S.H,  Fakultas Syari‟ah dan Huku UIN Sunan Kalijaga, 
dengan Judul”Analisis Sosiologis terhadap Isbat Nikah di Pengadilan 
Agama Pamekasan”. 
Kesamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan tesis ini adalah: 
a. Kesamaan diantaranya adalah: 
1. Sama-sama meneliti tentang itsbat nikah. 
2. Meneliti putusan lingkungan pengadilan agama yang di atas adalah 
penelitian dia pengadilan Agama, yang diteliti adalah pengadilan 
Agama Pamekasan. 
b. Perbedaannya diantaranya adalah: 
a. Dalam peneltian yang penulis adalah Isbat nikah yang berwali 
hakim, sedangkan dalam penelitian Raudatul hasanah lebih 
mengarah ke tinjauan sosiologisnya. 
b. Putusan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Agama Sampit.13 
c. Rahmat Jatmika Tesis yang berjudul “Isbat Nikah Massal tahun 2011 di 
Pengadilan Agama Wonosari)” 
Kesamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan tesis ini adalah: 
i. Kesamaan diantaranya, adalah: 
Sama-sama meneliti tentang itsbat nikah. 
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Meneliti putusan lingkungan pengadilan agama yang di atas 
adalah penelitian dia pengadilan Agama, yang diteliti adalah pengadilan 
Agama Wonosari. 
b. Perbedaannya diantaranya adalah: 
Menganalisa alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim 
dalam menetapkan isbat nikah, yaitu menjelaskan bahwa para hakim 
memberikan penetapan isbat nikah mengacu pada Pasal 7 Ayat (3)e 
Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Perkawinan yang dilakukan 
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perklawinan menurut 
Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dengan demikian isbat nikah yang 
diajukan secara massal dapat ditetapkan dan tidak bertentangan dengan 
hukum islam maupun Peraturan perundang-undangan. 




B. Kerangka Teori 
Teori dimaksud dalam pembahasan ini merupakan teori-teori hukum, 
baik teori dalam hukum Islam maupun teori hukum secara umum.
 
Otje Salma 
dan Anthon F. Sutanto dalam bukunya Teori Hukum: Mengingat, 
Mengumpulkan, dan Membuka Kembali mengatakan: 
Teori hukum, tentu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan 
zamannya, dan senantiasa berkembang karena teori hukum biasanya 
muncul sebagai suatu jawaban yang berikan terhadap permasalasahan 
hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada saat 
itu. Oleh karena itu meskipun teori hukum senantiasa mengajukan 
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pemikiran secara universal, tetapi sangat bijaksana apabila kita 




Dalam setiap keputusan hakim setidaknya ada lima teori hukum yang 
mempengaruhi, teori hukum tersebut yaitu Teori Hukum kewenangan Hakim, 
Teori Penemuan Hukum, dan Teori Kepastian. Ketiga teori hukum ini pula 
akan penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam kajian tesis ini. 
Keterkaitan kelima teori hukum diatas sebagai pisau analisis dalam tesis 
ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut: 
1. Teori Kewenangan Hakim 
Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu 
dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai pegawai negeri, hakim 
juga berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat”.16 
Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan berasal dari  bahasa 
Inggris yaitu  authority of theory, dalam bahasa Belanda disebut theorie 
van het dezag, H.D. Stord, dikutip oleh Ridwan HB, bahwa pengertian 
kewenangan yaitu: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum 
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politik di dalam hubungan hukum politik”. 17  Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan  dengan kata Kewenangan 
yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan 
membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab 
kepada orang/badan lain.
18
 Berkaitan dengan penegakan hukum, ada 
adagium “fiat justitia et pareat mundus” (meskipun langit akan runtuh, 
hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran 
bahwa selain hukum harus ditegakkan, ia juga akan memberikan kepastian 
hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.
19
 Semua aparat 
penegakkan hukum berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, 
yakni keadilan, pemanfaatan menurut hukum yang lainnya, hakim 
merupakan posisi yang istimewa. 
Beberapa tugas hakikat yang digariskan dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: 
a. Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah 
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap  
perkara yang diajukan kepadanya, mengadili hukum dengan tidak 
membeda – bedakan orang (Pasal 4 ayat 1), Pengadilan membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan  dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat 
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dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). Dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 2); 
b. Tugas yuridis yaitu memberikan bantuan yang diminta untuk 
kepentingan peradilan (Pasal 15); 
c. Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu 
hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat (Pasal 5 ayat 1).
20
Di dalam Undang- Undang Nomor 48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) 
bahwa  “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili 
21
dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 
dan mengadilinya”. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim 
dianggap memahami hukum. Artinya segala yang diajukan kepadanya 
harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan 
hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk 
memutuskan berdasarkan hukum dengan cara bagaimana dia dapat 
menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuatan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim sebagai 
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penegak hukum  dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini harus diartikan sebagai suatu 
kewajiban bagi hakim, karena ia merupakan perumus dan penggali dari 
nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, 
hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-
undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. 
Apabila undang-undang tidak dapat dijelaskan menurut arti katanya, 
hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat sesuatu 
keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai 
kepastian hukum, maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa 
menafsirkan Undang-Undang adalah kewajiban hukum dari hakim.
22
 
Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang karena ia 
tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. 
Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat 
undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan  undang-undang 
secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang 
sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran 
yang tepat. 
Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan 
diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara 
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seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan 
bertindak  memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutuskan 
perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan 
kehormatan hakim. 
Menurut peneliti, dalam penelitian ini sangatlah penting 
menggunakan teori kewenangan (auhtority theory), karena teori ini 
merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari 
organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan 
hukum politik maupun hukum privat. 
2. Teori Penerapan Hukum 
Teori penerapan hukum dalam kaitannya denga tesis ini adalah sebagi 
alat untuk menganalisis apakah putusan yang penulis teliti, hakim telah 
menerapkan hukum secara benar atau malah sebaliknya. 
Adapun istilah “penerapan hukum” bukanlah berarti menerapkan 
(peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya.
23
 Penerapan 
hukum, merupakan tahapan pembentukan hukum, meliputi lembaga, 
aparatur dan prosedur-prosedur penerapan hukum.
24
 
Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi 
tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang diterapkan, institusi 
yang menerapkan dan personil dari institusi penyelenggara, ini umumnya 
meliputi lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga 
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institusiyang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administrasi pada 
jajaran eksekutif. 
Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan 
hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. 
Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulation 
aspect) dan penyelesaian sengketa hukum (settlement of dispute)-nya 




Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) 
sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum, 
mencarikan hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu 
perkara tersebut, dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara 
sesuai dengan keadaannya yang ditemui sebagai berikut: 
a. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-perundangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada dan 
telah jelas, maka hakim menerapkan ketentuan tersebut. 
b. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-perundangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada 
tetapi tidak jelas dan maknanya, maka hakim yang bersangkutan 
melakukan intepretasi atas materi ketentuan peraturan perundangan-
undangan tersebut. 
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c. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut tidak ada dan 
belum ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh hakim 




Selanjutnya dalam upaya menyelesaikan suatu perkara yang 
disodorkan kepada hakim, maka menurut Sudikno, ada tiga tahapan yang 
harus dilewati seorang hakim, yakni mengkonstantir peritiwa hukum. 
Menurut Sudikno, mengkonstatir fakta-fakta adalah menilai benar 
tindakannya suatu konkrit yang diajukan dipersidangan, baik perkara 
pidana maupun perdata, dan hal ini memerlukan pembuktian. Jadiyang 
harus dibuktikan adalah fakta atau peristiwa konkrit. Sedangkan dalam 
tahap kualifikasi hakim menilai peristiwa konkrit (fakta-fakta) tersebut 
termasuk hubungan apa atau mana. Dengan kata lain, mengkualifisir 
berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut 
termasuk dalam kelompok atau dalam golongan peristiwa hukum apa 
(pencurian, pemerasan, perzinaan, percekcokan terus-menerus, KDRT dan 
sebagainya) dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan 
yang bersifat logis. Dalam peristiwa ini adakalanya hakim bukan hanya 
menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya, 
selanjutnya tahap akhir adalah mengkonstituir atau memberi konstitusinya, 
yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan 
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hukum dari suatu hubungan antara peristiwa hukum dengan subjek hukum 
( Terdakwa, penggugat/pemohon ataupun Tergugat/termohon).
27
 
Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada 
dalam peraturan perundangan-perundangan. Adanya hukum yang tertulis 
dalam bentuk peraturan perundangan-perundangan sebagai wujud dari 
asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi 
undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan 
cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain, dalam kehidupan 
modernkomplek serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah 




Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan, undang-undang 
memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk 
melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum. Hanya saja, 
apakah dengan dalih kebebasan hakim tersebut atau dengan dalih hakim 
harus memutus atas dasar keyakinannya lalu hakim boleh sekehendak 
hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (contra 
logem) atau memberi intepretasi/penafsiran terhadap udang-undang. 
Jawabannya tentu saja tidak, karena hal itu akan menimbulkan 
kekacauan dan ketidakpastian hukum dan keadilan, haruslah dilakukan 
atas prinsii-prinsip atau asas-asas tertentu, yang menjadi dasar sekaligus 
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rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam 
menemukan dan menciptakan hukum. Sebelum hukum diterapkan pada 
peristiwa yang konkrit terlebih dahulu harus menerapkan apa yang 
sesungguhnya yang menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu 
kebenaran, kemudian situasi faktual tersebut dapat dipandang sebagai 
relevan secara yuridis. 
3. Teori Kepastian 
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan 
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 
kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap 
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya 
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan 
dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan 
untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa 
diskriminasi.
29 
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 




Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 
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kepastian hukum  maka seseorang tidak memiliki ketentuan buku dalam 
menjalankan perilaku. Dengan demikian tidak salah Gustav Radbruch 
mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. 
Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian 
dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif 
baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada 
pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaan jelas, teratur, 
konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif dalam masyarakat.
31
 
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 
perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu 
tujuan dari hukum. Apabila di lihat secara historis, perbincangan mengenai 
kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak 
adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
32 
Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan bahwa tujuan 
hukum adalah mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi (materi 
muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang 
dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum 
mempunyai tugas suci dan luhur yakni keadilan dengan memberikan 
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kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan 
peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, 
maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan 
algemene regels (peraturan/ketentuan umum) di mana peraturan 
/ketentuan umum ini digunakan masyarakat demi kepastian hukum. 
Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman 
dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai 
sifat sebagai berikut: 
a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas 
mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara 
alat-alatnya. 
b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. 
Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak 
mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang 
diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum 
tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang 
buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap 
batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau 
konkrit. 
Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan 
perundangan-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena 
mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 




norma dan norma lain, sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan 
konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian 
perundang-undangan dapat berbentuk konstestasi norma. Reduksi norma, 
atau distorsi norma. 
Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian 
hukum,yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum 
dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian 
hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum 
oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin 
keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian 
hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-
banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat 
ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan 
suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan 
rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam 
undang-undang tersebut tidak terdapat istilah – istilah yang dapat 
ditafsirkan secara berlain-lainan. 
Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan 
keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. 
Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum 
mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula 
keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum . Apabila 




keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasanya 
adalah bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani 
pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang 
kongkrit.  
Gustav Radbruch juga mengemukakan 4 (empat) halaman dasar yang 
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 
a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu 
adalah perundangan-undangan. 
b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta , artinya didasarkan 
pada kenyataan. 
c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan , di samping  mudah 
dilaksanakan. 
d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 
bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari 
perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut 
Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur yang kepentingan – 
kepentingan manusia dalam masyarakat  harus selalu ditaati meskipun 
hukum positif itu kurang adil.
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Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan 
bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat 
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun 
kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak 
identik dengan keadilan.  Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, 
bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat  subyektif, 
individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan 
pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat 
memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai 
kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu 
mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan 
peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.  
Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan 
hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara 
yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut 
selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan 
lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai 
dengan kasus yang terjadi sehingga hakim dapat mengkontruksi kasus 
yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan kontribusi bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dibidang hukum . Hal ini disebabkan putusan hakim 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari 








Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka 
kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak 
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 
dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, 
mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas 
suatu kententuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh 
kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum 
menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak 
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat 
dilaksanakan,  yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga 
negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.
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C. Deskripsi Teoretis 
1. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah 
a. Pengertian Itsbat Nikah 
Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri Isbat dan 
nikah. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu دبجثلاا yang 
berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya 
menurut fiqh nikah secara bahasa berarti ىهىناوءطىنا artinya 
"bersenggama atau bercampur”.36 Kata Isbat nikah terdiri dari dua kata 










“isbat37” dan “nikah”. Para ulama‟ ahli fiqh berbeda pendapat tentang 
makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara‟ 
bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang 
dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.
38
Sedang 
nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Jadi, pada dasarnya Isbat nikah adalah penetapan atas 
perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu 
sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang 
terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat 
yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) 
yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam 
arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan 
jurisdictio voluntair.
40
 Dikatakan bukan pengadilan yang 
sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang 
memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. 
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Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya 
tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya 




Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 
seperti yakni: 
Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu 
untuk melakukan tindakan hukum 
1) Penetapan pengangkatan wali 
2) Penetapan pengangkatan anak 
3) Penetapan nikah (Isbat Nikah) 
4) Penetapan wali adhol 
Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas 
diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) 
yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, 
banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan 
Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai 
perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi 
mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum 
berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 
yang menyebutkan: 
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“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang 
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”42 
 
Pengaturan mengenai Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 
menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta 
nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan 
adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan 
penetapan atau putusan Pengadilan Agama.
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Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas 
kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. 
Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang 
bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. 
Dari asas ini lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat 
penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang 
yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun 
kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas.
44
 Selanjutnya 
asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas 
putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat 
dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak 
mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi. 
b. Syarat-syarat Itsbat Nikah 
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Tentang syarat Isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh 
klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Isbat nikah ini dapat 
dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena Isbat nikah 
(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan 
yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu 
telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini 
belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan 
Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) 
harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan Isbat nikah ke 
Pengadilan Agama. 
c. Dasar Hukum Itsbat Nikah 
Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan 
Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang 
melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya 
undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 
64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan 
diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: 
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, 
dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”45 
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Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan 
ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
b. Hilangnya Akta Nikah 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 
Tahun 1974 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 





Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, 
berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang 
diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. 
III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-




Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya 
menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk 
menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa 




Nasrudin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, 
Filosofis dan Sosiologis), Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV 








Mengenai Isbat nikah ini PMA No. 3 Tahun 1975 yang dalam 
pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan 
duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau 
karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, 
atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) 
Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang 
dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan 
yang terjadi sesudahnya. 
Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang Isbat 
nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) 
dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. 
Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu 
telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-
Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara 
Isbat nikah tidak dilayani.
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Perkara Isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk 
undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan 
maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah 
tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat 




A. Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum 




untuk Isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan 
mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif. 
Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 
KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang 
Isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam 
penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini 
hanyadiberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat 
mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat 
mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan 
ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal 
telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. 
Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal 
hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan 
untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan 
memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 
ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari 
akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada 










Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan 
tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru 
mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan 
nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang 
melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai 
dengan syari‟at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). 
Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu 
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal 




d. Urgensi Itsbat Nikah 
Pasangan Suami istri sangat memerlukan kepastian status dalam 
regulasi pemerintah. Bagi pasangan suami istri yang telah 
melaksanakan nikah tetapi belum memiliki buku nikah maka isbat 
sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum  
terhadap perkawianannya dan juga melindungi akibat hukum yang 
timbul dalam pernikahannya. Seperti status anak, harta waris, harta 
bersama.  






Pengadilan Agama merupakan satu-satunya institusi yang 
berwenang melaksanakan isbat nikah sesuai dengan undang-undang 
no. 50 tahun 2009. Tentang peradilan dan penjelasannya. 
Itsbat nikah dilaksanakan oleh pengadilan agama selanjutnya 
setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan agama sesuai dengan 




2. Nikah Sirri 
a. Pengertian Nikah Sirri 
Secara etimologi Nikah Sirriartinya Nikah rahasia, sembunyi-
sembunyi ada juga nikah dibawah tangan walupun nikah dibawah 
tangan punya pengertian tersendiri.
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MenurutMahmudin dan Agus Hermanto Nikah Sirri adalah 
proses pernikahan sesuai dengan syarat-syarat hukum laki-laki dan 
perempuan dengan sengaja tidak memberitahuan orangtua atau wali 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ditambah lagi tanpa restu 
dan izin orangtua kedua belah pihak.
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Menurut Beni ahmad Saebani dan Samsul menyatakan bahwa 
nikah Sirri merupakan pernikahan  dua orang laki-laki dan perempuan 





Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka 
Setia, 2017, h.145. 
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yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan orangtuaatau wali yang 
memang berhak secara hukum islam.
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Namun ada juga mengatakan bahwa nikah Sirri adalah nikah 
bawah tangan artinya nikah dibawah tangan adalah penikahan yang 
dilaksananakan sesuai dengan syari‟at islam namun tidak dicatatkan 
Dilembaga yang berwenang dalam agama islam dicatatkan KUA kalau 
di agama lain di Dicatatan Sipil. Nikah dibawah tangan merupakan 
proses pelaksanaan nikah liar atau ilegal wedding.
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Menurut mahmudin dan Bunyamin bahwa nikah di bawah tangan 
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku khususnya 
undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974. Tetapi, apabila syarat-
syarat terpenuhi sesuai dengan hukum islam maka dapat diarah 
kepengadilan Agama untuk dapat dilaksanakan sidang Isbat nikah 




b. Macam-macam Nikah Sirri 
Dalam praktek dilapangan ada tiga macam nikah sirri  
sebagaimana Cahyadi Takariawan Takan menyatakan sebagaimana 
berikut : 
a. Nikah sirri tanpa dihadiri oleh wali (ayah) dari pihak perempuan 
disebabkan tidak setuju. Untuk bisa melaksanakan pernikahan 
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dengan  tanpa sepengetuan walimenunjuk wali kiyai, ustadz atau 
penghulu ilegal demi memuaskan nafsu syahwat tanpa melihat 
hukum fiqih munakahatnya tentang keabsahan nikah tanpa wali. 
b. Nikah Sirri  dalam pelaksanaanya tanpa melalui prosedur yang 
diatur oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang no 1 1974 
yakni tidak dicatatkan di KUA walaupun nikahnya Sah. Dengan 
berbagai persoalan seperti masih dibawah umur, poligami, dalam 
pendidikan, masa prajabatan, faktor biaya. Faktanya dilapangan 
adalah waktu yang mendesak tetapi syarat-syarat administrasi 
belum terpenuhi sehingga pihak KUA tidak mau melaksanakan 
proses pernikahanya. 
c. Nikah sirri yang dirahasiakan dari khalayak atau publik karena 
beberapa aib baik kedua belah pihak agar tidak timbul persepsi 
negatif dari masyarakat lingkungan sekitar contohnya bahwa 
pengantin perempuan adalah bekas “perempuan nakal”58 
c. Nikah Sirri Menurut Hukum islam dan Menurut Hukum Posistif 
Imam Madzhab semuanya melarang nikah sirri, madzhab Maliki 
melarang nikah sirripernikahannya dapat dibatalkan dan kedua orang 
pelakunya dikenai had berupa cambuk dan rajam. Sedangkan madzhab 
Syafi‟i dan hanafi juga melarang nikah sirrihal ini didasarkan pada 
                                                             
58





pendapat umar bin khatab yang mengancam pelaku nikah Sirri dengan 
hukuman had,
59
 sebagaimana hadits Nabi: 
 ِفُىفُّدنبِثُىثِسْضاَو،ِدِجبَع ًَ نا ًِ ف ُُِىهَعْجو ،َحبَِّكُنا َارَه اُى ِهَْعأ
)خشئبع ٍع يريستنبهاوز( 
Artinya: umumkan nikah ini, dan laksanakan di masjid, serta 
ramaikanlah dengan menabuh gendang ( HR. Tirmidzi dari Aisyah).
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Ada yang berpendapat bahwa nikah sirri  boleh dengan ketentuan 
bahwa rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Sedangkan wali nikah 
perempuan yang yang tidak menjadi wali nikah terjadi perbedaan 
pendapat yakni menganggap wali nikah wajib sebab kewajiban dalam 




Dalam aturan hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah 
Nikah sirri dan semacamnya, dan tidak ada regulasi secara implisit i 
terhadap nikah tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang dan 
menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 
undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Hal, ini menjadikan nikah 
sirridianggap tidak oleh hukum positif Indonesia.
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d. Akibat Hukum Nikah Sirri 
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Nikah sirri bila mengandung pengertian sebagai nikah ilegal 
weddingatau nikah liarwalaupun pencatatan hanya bersifat administrasi 
tetapi secara yuridis berimplikasi sangat besar tentang pengakuan secara 
hukum status pernikahannya. Apabila suatu perkawianan telah 
dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KUA dan 
Catatan Sipil bagi non Muslim dan telah diterbitkan akta nikahnya ada 
bukti autentik yang diakui dan secara agama secara yuridis. Menurut 
Abdul Ghani Abdullah, perkawinan dapat diakui sebagai perbuatan 
hukum apabila memenuhi prosedur agama dan prosedur pencatatan 
nikah menurut undang-undang. Fungsi dari keduanya bersifat kumulatif 
dan alternatif. Perkawinan yang belum tercatatkan tidak memperoleh 
tanda atau bukti sebagi perbuatan hukum, sehingga tidak mempunyai 
akibat hukum. 
Dalam pelaksanaan nikah sirri di mata hukum positif tidak 
dianggap istri yang sah maka tidak berhak atas nafkah, warisan. 
Sedangkan secara sosial akan sulit berinteraksi dengan masyarakat 
sebab dianggap istri simpanan. 
Terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri menurut 
undang-undang berdampak negatif bagi status anak, yakni dianggap 
anak tidak sah. Konsekuensi logisnya, anak hanya mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai dengan undang-undang 
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ISU HUKUM 
STUDI KRITIS TERHADAP KETETAPAN PENGADILAN 
AGAMA SAMPIT NOMOR: 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt TENTANG 
PERNIKAHAN DIDUGA SIRRI 
Pelaksanaan Nikah wali hakim ini dilaksanakan oleh Pembantu Pengulu yang 
melanggar Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2005 dan Komplikasi 
Hukum Islam Pasal 1 huruf b 
1. Bagaimana Putusan Menteri 
Agama tentang wali Hakim 
yang tidak mendapat kutipan 
akta nikah dari KUA? 
3. Bagaimana Kronologis Isi 
Permohonan Itsbat Nikah yang 
diajukan ke Pengadilan Agama 
Sampit? 
2. Mengapa Hakim Pengadilan 
Agama Sampit Mengabulkan 
Permohonan Itsbat Nikah 
Fungsi teori sebagai bahan analisis yaitu: 
1. Teori Kewenangan Hakim 
2. Teori Penetapan Hukum 
3. Teori Kepastian 
Jenis penelitian hukum 
normatif, deksriptif 
analisis, dan kualitatif 
Data dan sumber 
peneltian adalah Hakim, 
Mantan Ka KUA, 
pasangan Nikah Sirri, 
UUP 1/1974, Inpres 






Pengabsahan data dan 
analisis Trianggulasi 
dan deskripsi analisis 
Analisis Data 
Kesimpulan 
1. Putusan Menteri Agama secara eksplisit menyebutkan tentang akad 
nikah sirri menggunakan wali hakim yang tidak mendapat kutipan 
akta nikah dari KUA. Namun, jika dipahami secara mafhum 
mukholafah, apabila terjadi pernikahan dengan cara tersebut maka 
tidak bisa langsung diisbatkan ke Pengadilan Agama, tetapi harus 
nikah lagi melalui KUA karena yang berhak menjadi wali hakim 
adalah kepala KUA. 
2. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan di wilayah KUA 
kecamatan Baamang pada tanggal 21 april 2011  dengan wali 
hakim oleh P3N karena tidak bisa menghadirkan walinya dan 
dihadiri dua orang saksi. Merasa tidak mendapat mendapatkan 
buku nikah, pasangan mendatangi KUA Baamang karena tidak ada 
di KUA Baamang maka disarankan untuk itsbat ke Pengadilan 
Agama Sampit dan dikeluarkan ketetapannya pada tanggal 05 Juli 
2017. 
3. Pertimbangan Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan nomor: 
0041/Pdt.P/2017/PA.Spt. dengan pertimbangan Asas manfaat, asas 
Keadilan dan kepastian hukum keluarganya ketetapan berdampak 
pada hakhak perdata dari pasangan nikah sirri ini sehingga akan 
mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan 






A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, 
adalah penelitian hukum normatif, (legal research) tentang penetapan 
Pengadilan Agama Sampit Nomor : 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt.
64
 Sifat 
penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan 
kondisi atau gejala penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor 
:0041/Pdt.P/2017/PA.Spt setelah itu dilakukan telaah secara kritis,
65
 
yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
66
 
Pendekatan kualitatif dinamakan metode positivistik karena 
berlandaskan pada filsafat postpositifisme yaitu sebagai paradigma 
interpretif dan konsruktif, memandang realitas sosial sebagai suatu 
yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna. Metode ini 
disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih 
bersifat seni (kurang terpola)dan disebut sebagai metode interpretif 
karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi 
terhadap data yang ditemukan dilapangan.
67
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Metode ini disebut juga sebagai metode konstruktif karena 
dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan 
selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna 
dan mudah difahami
68
, agar bisa digunakan untuk menghasilkan data 
deskreftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 
prilaku yang diamati,
69
 dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data 
primer dan sumber data sekunder.
70
 
2. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan diPengadilan Agama Sampit Kelas 
IIyang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km. 3 Sampit Kabupaten 
Kotawaringin Timur 
3. Waktu Penelitian  
Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. 
B. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data Primer yaitu hakim 
yang memutuskan perkara berbagai putusan atau penetapan Pengadilan 
Agama Sampit terkait dengan perkara permohonan itsbat nikah bagi 
pasangan yang dengan Wali Hakim. Sementara bahan hukum sekunder 
yaitu isi putusan dan berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan 
obyek kajian seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 




Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006, h. 118.  
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dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan 
pelaksanaannya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama beserta perubahannya, masing-masing Undang-Undang No.3 
Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,  Kompilasi 
Hukum Islam, PeraturanMenteri Agama No 30 tahun 2005 dan buku-
buku lain yang relevan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan 
melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara , observasi dan  
dokumentasi, 
1. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan para responden 
yaitu Hakim Pengadilan Agama Sampit berkaitan dengan putusan 
yang mengabulkan perkara isbat nikah dengan Wali Hakim. 
Adapun poin pertanyaan wawancara tersebut adalah: 
a. Bagaimana Putusan Menteri Agama tentang akad nikah 
menggunakan wali hakim yang tidak mendapat kutipan akta dari 
KUA Sampit. 
b.Bagaimana kronologis isi permohonan itsbat nikah yang diajukan 
ke Pengadilan Agama Sampit. 
c. Mengapa Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama Sampit 
mengabulkan permohanan itsbat nikah. 
2. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung 




tanggapan dalam pengalaman dan melihat ekspresi hakim ketika 
diwawancarai. 
3. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan 
pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang 
ada hubungannya dengan materi yang dibahas
71
 terdiri dari: 
a. Putusan-putusan yang berhubungan dengan perkara isbat nikah 
di Dengan Wali Hakimdi Pengadilan Agama Sampit. 
b. Undang-undang, PP, Instruksi Presiden dan PeraturanMenteri 
Agama 
c. Buku-buku yang relevan 
d. Desertasi, tesis, jurnal dan artikel. 
Kemudian data atau informasi maupun keterangan yang 
didapatkan didokumentasikan (dicatat atau direkam).  
D. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah 
diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut 
benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabasahan data, 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
72
, untuk menjaga 
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Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 








Hal yang dapat dicapai dari triangulasi sumberadalah : 
1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara dengan informan. Dalam membandingkan data hasil 
pengamatan dengan hasil wawancara  dengan informan, maka 
dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh 
sehingga menghasilkan data yang valid. 
2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu 
Dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu 
Dokumen (laporan hasil putusan penetapan pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan isbat nikah bagi pasangan diDengan Wali 
Hakimdi Pengadilan Agama Sampit), untuk selanjutnya dilakukan 
pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk 
meyakinkan bahwa data tersebut valid.
74
 
E. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan data-data yang sifatnya deskriptif,
75
 
dari dokumen penetapan nomor penetapan Pengadilan Agama Sampit 
Nomor :0041/Pdt.P/2017/PA.Spt kemudian dianalisissecara detail 
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(deskriptif analitis). Proses analisis diawali dengan memaparkan 
sejumlah data yang terkait dengan pertimbangan hukum yang 
digunakan hakim dalam putusan atau penetapan istbat nikah bagi 
pasangan dengan Wali Hakim. Tahap selanjutnya yaitu mencermati 
dan menganalisa pertimbangan hukum tersebut dari aspek yuridis, 
maslahah mursalah dan maqashid syari‟ah. Setelah dianalisa, peneliti 
berupaya untuk mengkritisi sejauhmana validitas pertimbangan hukum 
yang digunakan hakim tersebut. Validitas atau ketepatan pertimbangan 
hukum tersebut akan dilihat dari sisi ketepatannya dengan aspek 
yuridis dan maqashid syari‟ah, selaras dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan oleh peneliti. 
F. Sistematika Penulisan Lapangan 
Bab I, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat Latar 
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan 
Kegunaan Penulisan. 
Bab II, berisi Penelitian terdahulu, Kerangka teoritik (Teori 
Penegakan Hukum, Teori Penemuan Hukum, Teori Penerapan 
Hukum), dan Deskripsi Teoritik (Peninjauan Umum Tentang Itsbat 
Nikah, Pengertian Itsbat, Syarat-syarat Itsbat Nikah, Dasar Hukum 
Itsbat Nikah, Urgensi Itsbat Nikah, Pengertian Nikah Sirri, Macam-
macam Nikah Sirri, Nikah Sirri menurut Hukum Islam dan Hukum 




Bab III, berisi metode penelitian yang meliputi Waktu dan 
Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Teknik 
Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Analisis Data. 
Bab IV, berisi Studi Kritis Terhadap Pengadilan Agama 
Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt Tentang Pernikahan yang diduga 
Sirri yang meliputi Putusan Menteri Agama tentang Akad Nikah 
Menggunakan Wali Hakim yang tidak Mendapat Kutipan Akta Nikah 
dari KUA, Kronologis Isi Permohonan Itsbat Nikah yang Diajukan 
Pengadilan Agama Sampit, dan Hakim Pengadilan Agama 
Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah. 






STUDI KRITIS TERHADAP KETETAPAN PENGADILAN AGAMA 
SAMPIT NOMOR: 0041/Pdt.P/2017/PA.SPT TENTANG PERNIKAHAN 
YANG DIDUGA SIRRI 
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat 
a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sampit 
1) Pengadilan Agama Sampit dibentuk berdasarkan penetapan 
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, dan 
mulai berlaku tanggal 1 Maret 1958 dan dan resmikan pada 1 
Maret 1963.Selama berdiri hingga sekarang pernah terjadi 
perubahan nama dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah 
menjadi Pengadilan Agama, berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama RI Nomor 6 Tahun 1980.
76
 
b. Sejarah Terbentuk Dan Perkembangan Pengadilan Agama Sampit  
Masa Kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyyah pada umumnya meneruskan apa yang 
telah menjadi kebiasaan di zaman penjajahan, yaitu ditangani oleh 
seorang penghulu atau kepala KUA Kecamatan. Adapun personil 
pelaksana tugas-tugas yang terdata sejak paska kemerdekaan sampai 
terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyyah, diantaranya 
ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M. DJarni Usman. 
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Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka untuk sebutan 
Pengadilan Agama mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit.77 
c. Keadaan gedung 
Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di Sampit sejak 
berdirinya tahun 1963 sampai Agustus 1977, tidak memiliki gedung 
sendiri. Adapun gedung yang ditempati untuk kantor itu menyewa 
sampai tahun 6 Desember 1975, kantor pindah lagi dan terakhir ikut 
bersama-sama di komplek Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Kotawaringin Timur di Jln. Bulu Tangkis Sampit dengan luas kantor 5 
x 5 m. 
Pada awal 1976, dibangunkan sebuah gedung Kantor Balai 
Sidang, di Jln. S. Parman. Gedung PA Sampit dibangun pada tanggal 8 
April 1976 dan selesai tanggal 18 April 1977, serta diresmikan oleh Ka 
Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bapak Menteri 
Agama pada tanggal 26 Agustus 1977, selanjutnya mulai ditempati 
tanggal 31 Agustus 1977. Gedung tersebut dibangun di atas tanah 
berukuran 30 x 24 m, pemberian dari Pemda Kab. Kotim, dibangun 
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2. Yuridiksi Pengadilan agama Sampit 
Pengadilan Agama Sampit  adalah Pengadilan Agama Kelas II yang  
terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kotanya Sampit 
merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah, 
karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relative maju 
dan juga karena terletak di posisi yang strategis dengan luas wilayah 
16.496 Km2.  
Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini memiliki 17 (tujuh belas)  
Kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) Desa dan 12  (dua belas) 
Kelurahan, dengan batas-batas wilayah: 
Utara   : Provinsi Kalimantan Barat 
Selatan  : Laut Jawa 
Barat  : Kabupaten Seruyan 
Timur  : Kabupaten Katingan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 menyebutkan bahwa 
kabupaten Kotawaringin Timur telah dimekarkan menjadi 3 (tiga), 1 (satu) 
kabupaten induk (Kabupaten Kotawaringin Timur dan 2 (dua) Kabupaten 
pemekaran, yaitu 
a. Kabupaten Seruyan dengan ibukotanya Kuala Pembuang, memiliki 




b. Kabupaten Katingan dengan ibukotanya Kasongan, memiliki luas 
wilayah 17.800 Km², terdiri dari 13 kecamatan.
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Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit 
meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan dua Kabupaten pemekaran, 
walaupun pada Tahun 2016 telah terbit Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama 
Kasongan dan Kuala Pembuang, namun sampai sekarang belum 
beroperasional sebagaimana mestinya. 
 Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama adalah sebagai salah 
satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mengemban tugas pokok 
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang 
yang beragama Islam. Tugas pokok tersebut merupakan tanggung jawab 
yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur dan adil sesuai dengan 
tuntutan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih serta Bebas KKN, sebagai refleksi reformasi di bidang 
hukum dan manajemen sektor publik menuju penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (Good Governance).
80
 
 Untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab tersebut, 
Pengadilan Agama Sampit menerapkan sistem korelasi dengan 
memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada. 
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Langkah yang diambil oleh unsur pimpinan dibantu pejabat fungsional dan 
struktural serta seluruh pegawai pegawai Pengadilan Agama Sampit yakni 
dengan menetapkan kebijakan tentang Program Kerja dan Uraian Tugas 
(Job Description).  
Dalam pelaksanaan program kerja tersebut, Pengadilan Agama 
Sampit telah mencoba untuk melaksanakannya secara konsekuen dan 
bertanggung jawab, namun disadari bahwa pelaksanaan program tersebut 
tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan berbagai hambatan-hambatan 
yang akan dipaparkan kemudian. 
Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan 
kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sampit 
mempunyai Visi dan Misi yang secara umum mengacu pada Visi dan Misi 
yang dirancang oleh Mahkamah Agung RI, yaitu: 
 Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sampit, Visi 
Pengadilan Agama Sampit yaitu ”Terwujudnya Pengadilan Agama Sampit 
Yang Agung”. 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 
dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana 
dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Sampityaitu: 
Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sampit. 





Meningkatkaan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 
Meningkatkan kredabilitas dan transparansi Pengadilan Agama 
Sampit. 
Adapun tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan yang termuat 
dalam visi dan misi Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai berikut :  
a. Terselenggaranya tertib administrasi hukum (administrasi yustisial); 
b. Terselenggaranya administrasi perkantoran (administrasi umum); 
c. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan; 
d. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana.81 
Sedangkan sasaranstrategis yang menjadi penjabaran dari tujuan 
tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun 
kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai 
berikut: 
a. Peningkatan penyelesaian perkara; 
b. Peningkatan tertib administrasi perkara; 
c. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim; 
d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to 
justice); 
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 
f. Peningkatan kualitas pengawasan; 
g. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana.82 
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan, Pengadilan Agama Sampit menetapkan arah kebijakan dan 
strategi sebagai berikut: 
3. Peningkatan kinerja.   
Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan sistem 
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 
mempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, proses 
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan 
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 
peradilan.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 
strategi peningkatan kinerja : 
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 
mutasi sesuai dengan kompetensi;  
b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi 
rasa keadilan masyarakat. 
c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya; 
d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan 
teknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja.
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4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  
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Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan 
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima 
layanan.  
b. Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan  




5. Struktur Organisasi (Tupoksi)  
Pengadilan Agama Sampit sebagai salah satu Badan Peradilan 
Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas 
pokok: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 
perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah 
dan ekonomi syari‟ah sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-
Undang Republik Indonesia  Nomor 50  tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di 
wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); 
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh 
jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 
jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan 
administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala 
oleh Hakim Pengawas Bidang; 
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan 
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis 
yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: 
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006); 
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, 
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi 
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum 
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang 




e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan 
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah 
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan 
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.
85
 
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan 
Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam 
pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang 
teknis yustisial. 
Adapun Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampit 
berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan terdiri dari: 
a. Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan; 
b. Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan 
kehakiman; 
c. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Panitera sebagai pelaksana 
administrasi perkara, dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 
1) Seorang Wakil Panitera; 
2) 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu: 
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a) Panitera Muda Permohonan; 
b) Panitera Muda Gugatan; 
c) Panitera Muda Hukum; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : Jurusita Pengganti. 
e. Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Sekretaris dan dalam 
melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, 
yaitu: 
1) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan; 
2) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 
3) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; 
Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua, Wakil Ketua, 
Kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan, Fungsional Kepaniteraan dan Pejabat 
Kesekretariatan adalah sebagai berikut:  
a. Ketua  
Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas 
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. 
Tupoksinya adalah melaksanakan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua 
Pengadilan; 




Tupoksinya adalahmewakili Ketua dalam hal melaksanakan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. 
c. Hakim 
Tupoksinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta 
bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi 
wewenangnya baik dalam proses penyelesaian sampai dengan 
minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua dalam menyusun Program 
Kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta melaksanakan 
pengawasan Bidang Bindalmin atas perintah Ketua; 
d. Kepaniteraan/Panitera 
Tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang 




Dengan Fungsi sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis; 
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 
4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 
perkara, dan transparansi perkara; 
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5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan 
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 
Kepaniteraan; 
6) Pelaksanaan mediasi; 
7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; 
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama. 
e. Panitera Muda Permohonan 
Tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang 
permohonan.  
Dengan fungsi sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelahaan kelengkapan berkas perkara 
       Permohonan; 
2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 
3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 
diteruskan  kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama; 
4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 
diputus dan diminutasi; 
5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 




6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 
kasasi dan peninjauan; 
7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan 
perkara permohonan; 
8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 
9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 
penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 
10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 
11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 
12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
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f. Panitera Muda Gugatan 
Tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang 
gugatan.  
Dengan fungsi sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelahaan kelengkapan berkas perkara 
       gugatan; 
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2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 
3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 
diteruskan  kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama; 
4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 
diputus dan diminutasi; 
5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada 
para pihak yang tidak hadir; 
6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan 
perkara gugatan; 
7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 
8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan 
peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon 
kasasi dan termohon peninjauan kembali 
9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan 
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan 
Mahkamah Agung; 
10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 
11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 
12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 




13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 
14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.88 
g. Panitera Muda Hukum 
Tugasnya adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 
penyajian data perkara serta pelaporan.  
Dengan fungsi sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 
perkara; 
2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor 
Kementerian Agama; 
4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 
5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip 
perkara; 
6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan 
berkas perkara; 
7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan 
yang berkaitan dengan transparansi perkara; 
8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
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h. Panitera Pengganti   
Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya 
pelaksanaan persidangan. 
i. Jurusita Pengganti   
Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya 
pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dengan fungsi sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak; 
2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak; 
3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi; 
4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; 
5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para 
pihak terkait; 
j. Kesekretariatan/Sekretaris  
Tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang 
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana 
dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama. 




1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan 
anggaran. 
2) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 
3) Pelaksanaan urusan keuangan. 
4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata 
laksana. 
5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. 
6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah 
tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan. 
7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan 
Pengadilan Agama. 
k. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 
perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi 
dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 
serta pelaporan. 
l. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 
urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 




Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan 
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 





6. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan 
didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh 
suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur 
adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, 
kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk 
menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh 
pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP) tersebut 
dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola 
kepemerintahan yang baik (Good Governance). Standar Operasional 
Prosedur ini juga diharapkan: 
a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan 
suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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b. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan 
kemudahan pengendalian. 
c. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. 
d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam 
melaksanakan tugas umum dibidang peradilan. 
e. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan 
oleh aparatur peradilan secara proporsional. 
f. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai 
penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya. 
Manfaat dari Standar Operasional Prosedur yang dibuat 
Pengadilan Agama Sampit antara lain, adalah: 
a. Standarisasi cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan 
pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian. 
b. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat 
berlangsung sebagaimana mestinya. 
c. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. 
d. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas. 
e. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja. 
f. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan 
tumpang tindih. 
g. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri. 




i. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan 
langkah perbaikan. 
Pengadilan Agama Sampit telah menyusun Standar Opersional 
Prosedur (SOP) berdasarkan dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah 
Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Peyusunan Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan Yang Berada di Bawahnya, serta Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Agama yang telah disahkan pada 
tanggal 24 September 2014 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama Mahkamah Agung RI.
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7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target 
yang akan dicapai oleh seorang PNS. Penilaian prestasi kerja PNS ini 
bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan 
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan 
pada sistem prestasi kerja. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan 
cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah 




d. Partisipatif; dan 
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Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 
a. SKP; dan 
b. Perilaku kerja 
Penilaian SKP sebagaimana meliputi aspek: 
a. Kuantitas; 
b. Kualitas; 
c. Waktu; dan 
d. Biaya. 
Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 




4) Kerja sama; dan 
5) Kepemimpinan91 
8. Posbakum 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa Posbakum Pengadilan adalah 
layanan yang dibentukoleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama 
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untuk memberikan layanan hokum berupa informasi, konsultasi, dan advis 
hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata 
Usaha Negara.      
Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan 
pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan 
termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan 
hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut. 
Setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak 
memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan 
layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau 
bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima 
layanan pada Posbakum. 
Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam 
mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan 
dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam 
tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai 
dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan 
yang diajukanakan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak 
memenuhi aspek procedural hukum. 
Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung untuk menyentuh 




mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar 
tetap dapat beracara di Pengadilan Agama. Karena itu Posbakum Sebagai 
bagian dari program justice for all selain fasilitas Layanan Pembebasan 
Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dapat menjadi 
indicator pembaruan Mahkamah Agung, bahkan mengangkat martabat 
Mahkamah Agung dimata internasional. 
Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2017 masih menerima 
alokasi anggaran untuk Posbakum yaitu sebesar Rp. 38.500.000,- telah 
terealisasi sebesar Rp. 38.400.000,- (99,74%) dan sisa sebesar Rp. 
100.000,- (0,26%).  
Untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sampit 
telah bekerja sama dengan Perkumpulan Konsultasi Dan Bantuan Hukum 
(PKBH) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung (STIH) Sampit, 
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: W16-A3/57/KU.01/I/2017 
tanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 
Agama Sampit Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. dengan Ketua PKBH STIH 
Habaring Hurung Sampit Bambang Edi Priyanto, S.H., dan Surat 
Perjanjian (Kontrak)  Nomor: W16-A3/104/KU.01/I/2017 tanggal 04 
Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pengadilan Agama Sampit Suwondo, S.E. dengan Ketua PKBH STIH 




Kegiatan Posbakum dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja Senin 
s.d. Kamis, dengan jam layanan sebanyak 3 (tiga) jam setiap harinya atau 
52 (lima puluh dua) jam per bulan . 
Pada tahun 2017 jumlah orang yang dilayani oleh Posbakum 
Pengadilan Agama Sampit adalah sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh 




Data orang yang dilayani pos bantuan hukum  
Tahun 2017 




1 Januari 11 21 31 
2 Februari 16 25 41 
3 Maret 11 23 34 
4 April 9 18 27 
5 Mei 1 10 11 
6 Juni  11 15 26 
7 Juli 17 34 51 
8 Agustus 9 30 39 
9 September 10 22 32 
10 Oktober 12 23 35 
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JUMLAH 107 222 329 
 
9. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 
Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata 
dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di 
kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya 
perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun 
biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau 
oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai 
dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga 
tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan 
amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak 
mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama 
dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan 
kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah 
diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). 
Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung 
biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau 
sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara 




 Untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin 
Timur yang tergolong tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan 
Agama Sampit, telah tersedia alokasi anggaran sebesar      Rp. 3.500.000,- 
dengan target 10 perkara, telah terealisasi  Rp. 3.448.000 (98.51%) dan 
sisa sebesar Rp. 52.000,- (1.49%), dengan capaian kinerja sebesar 8 
perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kehakiman adalah 
lembaga  yang independen dalam arti kompetensinya merdeka terbebas 
dari campur tangan, tekanan atau paksaan dari kekuasaan lembaga 
manapun di luar lembaga peradilan. Indepedensi tersebut mutlak 
diperlukan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan 
berwibawa yang didukung oleh aparat-aparat peradilan yang memiliki 
integritas tinggi dan kepribadian yang jujur, adil, professional dan 
menguasai bidang hukum.  
 Pembinaan  dimaksudkan untuk mengendalikan, memadukan, 
mensinergikan penyelenggara administrasi, sehingga dapat menghasilkan 
sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, dan 
terciptanya personil peradilan yang berintegrasi dan profesional dalam 
bidangnya masing-masing.    
Pengadilan Agama Sampit telah melakukan kegiatan pembinaan 
terhadap sumber daya manusia, yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan 




Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Pengadilan Agama 
Sampit mengadakan pembinaan rutin. Materi kegiatan pembinaan tersebut 
meliputi teknis yustisial, administrasi umum, manajemen serta materi 
lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas pokok. Disamping hal 
tersebut, dalam pembinaan tersebut juga diadakan evaluasi pelaksanaan 
tugas yang ditindaklanjuti dengan upaya pemecahan masalah. Selain itu 
juga melaksanakan pembinaan secara langsung (melalui rapat koordinasi, 
briefing, diskusi hukum, rapat evaluasi, apel setiap hari senin pagi dan hari 
besar lainnya dll).  
Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri 
Hakim dan Pejabat Fungsional dan Staf Kepaniteraan dengan mengikuti 
kegiatan diklat, sosialisasi, pelatihan dll. sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing. Sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan 




10. Profil Sumber Daya Manusia 
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial 
Data riil tenaga teknis yustisial Pengadilan Agama Sampit sampai 
akhir tahun 2017 sebagai berikut: 
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1 Norhadi, S.H.I. Penata TK. I (III/d) Wakil 
Ketua 
S1 
2 Mursidah, S.Ag. Pembina (IV/a) Hakim S1 
3 Riduan, S.Ag. Penata TK. I (III/d) Hakim S1 
4 Abdul Rahman, 
S.Ag. 
Penata (III/c) Hakim S1 
5 Firman Wahyudi, 
S.H.I. 
Penata (III/c) Hakim S1 
6 Suwarlan, S.H. Penata Muda TK.I 
(III/b) 
Hakim S1 
7 Miftahul Arwani, 
S.H.I. 





Data Kepaniteraan Tahun 2017 
No
. 
Nama Pangkat/Gol. Jabatan  Pendidik
an 
Terakhir 










3 Hj. Norhayatimah, 
SH. 





4 Rahsiannor Syam‟ani, 
S.H.I. 










6 Muhamad Nor Kifli, 
S.HI. 





















Dalam tabel di atas terlihat bahwa Jabatan Panitera 
Pengganti murni yang bertugas membantu hakim mengikuti 
persidangan dan mencatat jalannya persidangan tidak ada, sehingga 
berakibat jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan SDM 
yang ada pada Pengadilan Agama Sampit. Guna mengatasi 
kekosongan Panitera Pengganti maka tugas tersebut sementara 
dibantu dan dijalankan oleh Wakil Panitera, Panitera Muda 





3) Jurusita Pengganti 
Tabel. 4 
Data Jurusita Pengganti Tahun 2017 
No
. 
Nama Pangkat/Gol. Jabatan  Pendidik
an 
Terakhir 
1 Budi Anshori, 
SE. 






Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Jurusita 
Pengganti Pengadilan Agama Sampit hanya berjumlah 1 (satu) 
orang dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) majelis. 
b. Sumber  Daya Manusia Non Teknis Yustisial 
1) Kesekretariatan 
 Tabel. 5 
 Data Kesekretariatan Tahun 2017 
No
. 
Nama Pangkat/Gol. Jabatan  PendidikanTe
rakhir 
1 Isnaniyah, S.Ag. Penata TK. I 
(III/d) 
Sekretaris S1 




& Pelaporan  
S1 








4 Anita Rahma 
Diyani, S.HI. 






























Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa staf bagian 
Kesekretariatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dan Pejabat 
maupun Staf masing-masing memegang pekerjaan yang rangkap. 
2) Honorer 
 TABEL. 6 









1 Arlis Satpam SLTP 
2 Jumberi Satpam SLTA 
3 Eko Prasetyo Cleaning Service SLTA 
4 Agus Heriyanto Cleaning Service SMK 
5 Siti Halimah, 
S.Pd.I. 
Pramu Bhakti S1 
6 Wahyudi Sopir SLTA 
 
c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Pada tahun 2017 Jumlah sumber daya manusia yang ada di 
Pengadilan Agama Sampit sampai tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 
29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari 23(dua puluh tiga) orang 
Pegawai Negeri Sipil dan 6(enam) orang tenaga honorer  dengan 
perincian sebagai berikut : 
Tabel. 7 







1 Pembina (IV/a) 1 Wakil 
Ketua/Hakim 




2 Penata TK.I (III/d) 9 Hakim 6 S1 Ekonomi 2 
3 Penata (III/c) 5 Panitera 1 S1 Komputer 1 
2 Penata Muda TK.I 
(III/b) 
3 Sekretaris 1 S1 Tarbiyah 1 
3 Penata Muda (III/a) 3 Wakil Panitera 1 S1 
Pendidikan 
1 
4 Pengatur TK.I (II/d)  1 Kepala Sub 
Bagian 
3 Diploma 3 1 
5 Pengatur Muda TK. 
I (II/b) 
1 Panmud 3 SLTA 4 
6 Non Pangkat/Gol. 6 Jurusita 
Pengganti 
1 SLTP 1 
   Staf 6   
   Honorer 6   
Jumlah 29  29  29 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Sumber Daya 
Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sampit berdasarkan pola formasi 
Pengadilan Tingkat Pertama Klas II masih kekurangan personil. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 8 
Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia  
Pengadilan Agama Sampit  







1 Hakim 7 Maksimum 11 5 
2 Panitera Pengganti 0 Maksimum 16 16 
3 Jurusita Pengganti 1 6 5 
4 Urusan Perkara 3 6 3 
5 Urusan Tata Usaha  3 5 2 
Jumlah Seluruhnya 31 
 
11. Penyelesaian Perkara 
a. Jumlah sisa perkara yang diputus 
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Sampit telah menerima 
perkara sebanyak  926 (sembilan ratus dua puluh enam) perkara, 
sedangkan sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 
sebanyak 100 (seratus) perkara. 
Pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 tersebut yang dapat 
diputus dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  
Tabel. 9 
Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 












2 Cerai Gugat 73 73 0 
3 Harta Bersama 3 3 0 
4 Penguasaan Anak 1 1 0 
5 Itsbat Nikah 9 9 0 




1 1 0 
Jumlah 100 100 0 
 
b.  Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sampit telah menerima 
perkara sebanyak  1.116 (seribu seratus enam belas) perkara,  yang 
dapat diputus sebanyak 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) perkara 
sedangkan sisa perkara yang belum diputus pada tahun  2017 
sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) perkara. 
Dari  jumlah perkara yang dapat diputus tersebut, yang dapat 
diputus tepat waktu sebanyak  962 (Sembilan ratus enam puluh dua)                    
perkara, sedangkan yang selebihnya melebihi jangka waktu yang 
ditetapkan. Dengan prosentase sebesar 99% dari jumlah perkara yang 
diputus tersebut, sisa sekitar 1%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
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 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 













































1 Izin Poligami - - - - - 1 1 












4 Harta Bersama 1 1 - 1 2 1 6 
5 Asal Usul Anak 2 - - - - 3 5 




7 Dispensasi Kawin - - - - - 13 13 




- - - - - 5 5 
10 Lain-lain/Hadhonah 1 1 2 1 - 15 19 












c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 
Kasasi dan PK 
1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 
Pada Tahun 2017 dari 970 perkara yang diputus hanya ada 
3 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, dengan 
demikian yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ada 
1.113 perkara. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 11 














1. 1.116 3 1.113 - 
 
 
2) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 
Pada Tahun 2017 dari 970 perkara yang diputus hanya ada 3 
perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan demikian 




Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel. 12 











1. 1.116 3 1.113 - 
 
 
3) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 
Pada Tahun 2017 dari 970 perkara yang diputus tidak ada 
yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. 
4) Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi 
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara 
damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih 
luas kepada para pihak berperkara untuk memperoleh 
penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Proses Mediasi 
sendiri dilakukan oleh para pihak dengan menunjuk mediator 
untuk menengahi atau memediasi perkara yang mereka ajukan. 
Adapun jumlah penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 






































1 954 141 4 138 4 - 3 - 
 
 
5) Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 
Pada Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sampit tidak ada 
perkara anak yang berhasil melalui diversi.  
Disamping sarana tersebut di atas, Pengadilan Agama 
Sampit juga mengelola perpustakaan, dengan jumlah buku-buku 
yang ada di perpustakaan Pengadilan Agama Sampit sebanyak 
1.499 (seribu empat ratus Sembilan puluh sembilan) buah. 
6) Publikasi perkara (one day publish) 
Publikasi Perkara (One Day Publish) merupakan 
maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Agama 
Sampit akan mempublikasikan  informasi perkara pada hari yang 




Berdasarkan kebijakan Ketua MA yang tertuang dalam 
SK KMA No.138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan 
jangka waktu penanganan perkara, termasuk batasan waktu 
publikasi informasi perkara, maka  Pada Pengadilan Agama 





B. Hasil dan Analisis Studi Kritis Terhadap Ketetapan Pengadilan Agama 
Sampit  Nomor: 0041/Pdt.P/2017/Pa.Spt Tentang Pernikahan Yang 
Diduga Sirri 
1. Putusan Menteri Agama tentang Akad Nikah Menggunakan Wali 
Hakim yang tidak Mendapat Kutipan Akta Nikah dari KUA 
Perkawinan bagi umat Islam Indonesia dikatakan sah jika 
dilakukan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 
tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Negara 
mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana tercantum 
dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
Perkawinan bagi negara Indonesia harus dicatatkan pada lembaga 
yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai 
kedudukan dalam hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan 
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menurut agama Islam dan terpenuhi syarat serta rukunnya, tetapi belum 
dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan, negara memberi ruang 
untuk mendapatkan pengakuan perkawinan tersebut melalui penetapan 
(isbat) nikah.  
Dalam Standar Prosedur pendaftaran nikah Kepala KUA dan 
pegawai pencatat nikah dalam menverikasi data calon pegantin hal yang 
perlu diperhatikan syarat dan rukun pernikahan terlabih lagi masalah 
perwalian. Dalam hal perpindahan wali dari nasab ke wali hakim maka 
harus memenuhi kriteria sebagaimana kompilasi hukum Islam pasal 
23dan 24: 
 
Pasal 23 : 
“Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita 
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser 
kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” 
Pasal 24 : 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 
atau tidak tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 
adhal atau enggan. 
(2) Dalam hal wali adhal atau engga maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagi wali nikah setelah ada putusan dari 




Dalam kondisi seorang calon pengantin perempuan sebagai berikut : 
a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali (putus walinya). 
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b. Wali mafqud artinya tidak diketahui keberadaannya. 
c. Wali sendiri yang akan menjadi calon pengantin laki-laki, sedangkan 
wali yang sederajat dengannya tidak ada. 
d. Wali ba‟id atau keberadaaanya jauh sehingga diperbolehkan qashar 
sholat masafatul qasri yaitu 92,5 km. 
e. Wali dalam masa tahanan atau dipenjara yang tidak boleh di jumpai. 
f. Walinya adal, walinya enggan  menikahkan atau menolak 
menikahkan. 
g. Walinya sedang melaksankan ibadah haji atau umrah. 
h. Walinya udzur.97 
Mengenai ketentuan yang berhak menjadi wali hakim juga 
didukung oleh PMA no 30 tahun 2005 pasal 1 ayat menyebutkan : 
“ Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak 
sebagi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 
mempunyai wali.”98 
 
Sedangkan penunjukan dan kedudukan wali hakim dalam 
pernikahan diatur dalam pasal 3 : 
“Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam 
wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali 
hakim untuk menikah mempelai wanita sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. 
 
Merujuk pada pada Komplikasi Hukum Islam dan peraturan 
Menteri Agama no 30 tahun 2005 maka apabila pelaksanaan pernikahan 
yang calon pengantin perempuan  tidak mempunyai wali sesuai 
penjelasan kriteria di atas maka yang berhak menjadi dalam prosesi akad 
nikah adalah KUA, penghulu fungsional dan pembantu penghulu yang 
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telah mendapat tauliyah dari Seksi Bimas pada Kantor kementerian 
Agama Kabupaten/Kota. Apabila dilaksanakan oleh yang tidak sesuai 
dengan ketentuan diatas maka pelaksanaan akad nikahnya tidak sah. 
.ِدِظبَف ًَ ْنا ُءَْزدَو ِحِنبَص ًَ ْنا ُتهَج 
Artinya: Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
99
 
Kaidah tersebut bagi peneliti memberikan pemahaman bahwa 
bahwa bagi calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali maka 
yang berhak menjadi wali hakimnya adalah KUA karena dengan wali 
hakimnya KUA itu sendiri segala urusan administrasi dan perdata akan 
lebih mudah dalam melakukan itsbat nikah. Hal ini tentu saja menjadi 
tujuan utama meraih kemaslahatan dalam urusan sosial, agama, dan 
perdata kedepannya.  
Dalam perkara Nomor  0041/Pdt.P/2017/PA.Spt disamping 
proses pernikahan  tidak sah sesuai regulasi yang berlaku juga berkas 
tidak diserah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang dalam  
rentang waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sehingga 
melihat kondisi surat menyurat juga dianggap kedaluwarsa.
100
 
Sesuai Kompilasi Hukum Islam  pasal 7 bahwa apabila pasangan 
suami telah melaksanakan perkawinan namun tidak menunjukan bukti 
autentik tentang perkawinannya maka dapat diajukan itsbat nikah ke 
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Pengadilan Agama. Hal ini secara spesifik ditunjukan oleh pasal 7 (3) 
point c apabila pasangan merasa ragu terhadap syarat perkawinnaya 




Dalam penalaran hukum diatas sesuai dengan pernyataan Syarif 
Mappiasse dalam merumuskan hukum suatu peristiwa hukum tentang 
struktur fakta tentang pernikahan yang dilaksanakan sesuai penetapan 
perkara Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt. selanjutnya menginventarisir 
sumber hukum dan strukutur fakta hukum baik berupa Undang-Undang 
Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan 
Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Dari regulasi diatas dianalisis 
sumber hukum tersebut dengan makna secara tekstual peraturan tersebut. 
Bilamana tidak dapat diterapkan dalam struktur fakta maka harus 
dilakukan intrepretasi atau berpikir tropikal.
102
 
Uraian di atas memberikan konteks terhadap KUA Baamang 
berkewajiban memberikan solusi kepada pasangan yang berperkara agar 
melaksanakan pernikahan ulang  pada saat itu dan tidak perlu 
mengajukan isbat kepengadilan agama sampit kalau seandainya memang 
ada penolakan  dari KUA Baamang setelah adanya penetapan itsbat dari 
Pengadilan Agama Sampit. 
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Hal ini menjadi para pihak yang berperkara telah mencurahkan 
segala tenaga dan finansial dalam menjalani sidang penetapan. Namun, 
tidak kejelasan dari pihak mengenai kepastian pencatatan nikah. Pada 
proses pencatatan nikah tentunya yang dikehendaki oleh pasangan ialah 
kutipan akta nikah walaupun secara yuridis bahwa surat penetapan itu 
sudah memenuhi bukti autentik dalam kepengurusan administrasi 
kependudukan. 
Apabila dipahami secara mafhum mukholafah maka Peraturan 
Menteri Agama tidak mengatur mengenai itsbat nikah sirri dengan 
menggunakan wali hakim penghulu tanpa adanya tauliyah wali maka 
dianggap tidak sah pernikahannya sehingga harus diulang oleh pasangan 
nikah yang diduga sirri di KUA dan dilaksanakan oleh Kepala KUA. Hal 
ini dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh berikut: 
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sampit Mengabulkan 
Itsbat Nikah 
Upaya menyelesaikan suatu perkara yang disodorkan kepada 
hakim, maka menurut Sudikno, ada tiga tahapan yang harus dilewati 
seorang hakim, yakni mengkonstantir peritiwa hukum. Menurut Sudikno, 
mengkonstatir fakta-fakta adalah menilai benar tindakannya suatu konkrit 
yang diajukan dipersidangan, baik perkara pidana maupun perdata, dan 
hal ini memerlukan pembuktian. Hal yang harus dibuktikan  adalah fakta 




peristiwa konkrit (fakta-fakta) tersebut termasuk hubungan apa atau 
mana.  
Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau 
menggolongkan peristiwa konkrit tersebut termasuk dalam kelompok 
atau dalam golongan peristiwa hukum apa (pencurian, pemerasan, 
perzinaan, percekcokan terus-menerus, KDRT dan sebagainya) dengan 
jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat 
logis. Dalam peristiwa ini adakalanya hakim bukan hanya menerapkan 
peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya, selanjutnya tahap 
akhir adalah mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim 
menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari 
suatu hubungan antara peristiwa hukum dengan subjek hukum 
(Terdakwa, penggugat/pemohon ataupun Tergugat/termohon).
103
 
Mencermati uraian tentang kepastian huku diatas bahwa para 
dalam perkara telah menjalankan prosedur dan tata urutan dalam 
pengajuan perkara Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA sehingga hakim dapat 
mengambil fakta-fakta atau peristiwa hukum dengan kronologis sebagai 
berikut: 
a. Pengabulan Itsbat Nikah 
1) Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya 
tertanggal 05 Julil 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat 
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Nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Sampit dalam buku register perkara Nomor  
0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya 
mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 
Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Para Pemohon 
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di 
wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Baamang, yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon 
II di Jalan Mukhran Ali Gg. Mupakat Dalam, Kelurahan 
Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten 
Kotawaringin Timur. 
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus 
jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan 
dilangsungkan dengan wali hakim bernama Umar sekaligus 
sebagai penghulu dihadiri saksi nikah dua orang bernama 
Supiansyah dan Muhammad Saleh dengan mas kawin uang 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 
Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada 
pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian 
sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan 
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan 
hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan 
yang berlaku. 
Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 
dikaruniai seorang anak bernama Nurhalisah binti Bahril, 
umur 5 tahun. 
Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga 
yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut 
dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;  
Sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai 
Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon 
ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur 
dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh 
Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para 




para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk 
Akta Kelahiran anak para Pemohon dan alas hukum 
Pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah. 
Para Pemohon mengajukan permohonan 
Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim 
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I 
dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 April 
2011, yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang di 
rumah keluarga Pemohon II di Jalan Mukhran Ali, Gg. 
Mufakat Dalam, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan 
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. 
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2) Untuk memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta 
memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa 
keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan itsbat 
Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, 
permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon 
telah diumumkan melalui Radio F Mentaya dalam tenggang waktu 
14 hari sebagaimana Surat Pengumuman C Permohonan itsbat 
Nikah Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tertanggal 10 Juli 2017, 
agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya 
permohonan itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke 
Pengadilan Agama Sampit selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal pengumuman tersebut; 
Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I 
dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan 
Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat 




pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan 
surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada 
Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 
0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tanggal 05 Juli 2017, yang isinya 
tetap dipertahankan oleh para Pemohon. 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon untuk 
mengajukan perkara agar Ketua Pengadilan Agama Sampit 
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
(a) Mengabulkan permohonan para Pemohon ;. 
(b) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Bahril bin Mujeni) 
dengan Pemohon II (Mala binti Misran) tanggal 21 April 2011 
di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
(c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
(d) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan 
lain yang seadil-adilnya. 
 
b. Ketentuan Pengabulan Itsbat Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama 
Sampit 
Bahwa guna memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta 
memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa 
keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan itsbat 
nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, 




telah diumumkan melalui Radio FMentaya dalam tenggang waktu 14 
hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah 
Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tertanggal 10 Juli 2017, agar pihak 
yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat 
Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama 
Sampit selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
pengumuman tersebut; 
Pada hari sidang yang telah ditetapkan, 
Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di 
persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan 
penjelasan dan nasehat sehubungan dengan 
permohonannya tersebut, selanjutnya pemeriksaan 
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat 
permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada 
Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit 
Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tanggal 05 Juli 2017, 
yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 
 
Untuk menguatkan dalil -dalil permohonannya, Pemohon I dan 
Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa : 
1) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/32/KD-VII/2017, 
tanggal 03 Juli 2017 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh 
Sekretaris Lurah Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir 
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah dinazegelen 
kemudian diberi tanda P.1; 
2) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/33/KD-VII/2017, 
tanggal 03 Juli 2017 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan 




Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah dinazegelen 
kemudian diberi tanda P.2;  
Selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga 
menghadirkan 2 orang saksi, dan dengan dibawah sumpah di 
persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: 
1) Supiansyah Bin Jamher, umur 48 tahun, agama Islam, 
pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan 
Muchran Ali Gang Mufakat Dalam  RT. 06 RW. 02, Kelurahan 
Baaamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin 
Timur. 
2) Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah 
paman Pemohon I. 
3) Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri. 
4) Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 April 2011 
yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. 
5) Saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan 
Pemohon II dilangsungkan. 
6) Pada saat ijab qabul yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah 
wali hakim, penghulu pembantu Petugas Pencatat Nikah 




7) Kakek Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II 
mempunyai saudara kandung laki – laki namun masih kecil dan 
Pemohon II tidak mempunyai paman. 
8) Mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 
berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 
dibayar tunai; 
9) Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II adalah saya sendiri dan Muhammad Saleh. 
10) Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II 
berstatus perawan. 
11) Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas kehendak 
mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. 
12) Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 
keluarga sedarah, semenda dan tidak pula sesusuan. 
13) Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang 
anak bernama Nurhalisah Binti Bahril. 
14) Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga 
sekarang tidak ada orang lain atau pihak manapun yang 
keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I 
dengan Pemohon II; 
15) Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga 
sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan 




16) Pemohon I hanya beristerikan Pemohon II begitu juga 
sebaliknya. 
17) Pemohon I dan Pemohon II telah menanyakan kepada Kantor 
Urusan Agama setempat tentang Buku Nikah Pemohon I dengan 
Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan 
Pemohon II belum terdaftar. 
18) Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Istbat Nikah 
adalah sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Kutipan 
Akta Nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus Akte 
Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat – surat 
penting lainnya;   
Muhammad Saleh Bin Arsyad, umur 57 tahun, agama Islam, 
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan 
Muchran Ali Gang Nurul Falah RT. 04 RW. 01, Kelurahan Baamang 
Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur; 
1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 
adalah tetangga Pemohon I; 
2) Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami 
isteri; 
3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 
April 2011 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama 




4) Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I 
dengan Pemohon II dilangsungkan; 
5) Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi wali nikah Pemohon II 
adalah wali hakim, penghulu Pembantu Petugas Pencatat Nikah 
bernama Umar, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia; 
6) Bahwa kakek Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II 
mempunyai saudara kandung laki – laki namun masih kecil dan 
Pemohon II tidak mempunyai paman; 
7) Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.00,- (lima puluh ribu 
rupiah) dibayar tunai; 
8) Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II adalah saksi sendiri dan Supiansyah; 
9) Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan 
Pemohon II berstatus perawan; 
10) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas kehendak 
mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun; 
11) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 
keluarga sedarah, semenda dan tidak pula sesusuan; 
12) Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 
orang anak bernama Nurhalisah Binti Bahril;    
13) Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga 




keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I 
dengan Pemohon II; 
14) Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga 
sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan 
tidak pernah bercerai; 
15) Bahwa Pemohon I hanya beristerikan Pemohon II begitu juga 
sebaliknya; 
16) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menanyakan kepada 
Kantor Urusan Agama setempat tentang Buku Nikah Pemohon I 
dengan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I 
dengan Pemohon II belum terdaftar; 
17) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Istbat 
Nikah adalah sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku 
Kutipan Akta Nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus 
Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat – 
surat penting lainnya. 
18) Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang 
pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya serta mohon 
Penetapan; 
Pengadilan sebagai institusi yang menjalankan peradilan, hal ini 
menjadikan pengadilan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman 
dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dengan ini, pengadilan 




mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara semua elemen 
bangsa dalam wilayah teritorinya. 
Kekuasaan kehakiman adalah elemen pelaksana mempertahankan 
dan melaksanakan undang-undang dalam kekuasaan Negara sebagaimana 
termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut Yahya Harahap 
“badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri daridua pasal 
yaitu pasal 24 dan 25”.Pengadilan Agama merupakan salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman,Pengadilan Negara dalam sistem 
Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas,menerima, memeriksa, 
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat 
pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang 




Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk 
kepadaUndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-
undang Nomor 14Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman,105 yangmengatur tentang susunan dan kekuasaan 
badan-badan peradilan dan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan 
Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaanPengadilan Agama. 
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Beberapa tugas hakikat yang digariskan dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: 
d. Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah 
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap  
perkara yang diajukan kepadanya, mengadili hukum dengan tidak 
membeda – bedakan orang (Pasal 4 ayat 1), Pengadilan membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan  dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). Dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukandengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk  
memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 2). 
e. Tugas yuridis yaitu memberikan bantuan yang diminta untuk 
kepentingan peradilan (Pasal 15). 
f. Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu 
hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat (Pasal 5 ayat 1).
106
 Di dalam Undang- Undang Nomor 48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) 
bahwa  “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili 
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dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa 
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dan mengadilinya”. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim 
dianggap memahami hukum. Artinya segala yang diajukan kepadanya 
harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum 
tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan 
berdasarkan hukum dengan cara bagaimana dia dapat menggali dan 
menemukan apa yang dapat menjadi hukum. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  Nomor 48 tahun 2009 
tentang Kekuatan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim sebagai 
penegak hukum  dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini harus diartikan sebagai suatu 
kewajiban bagi hakim, karena ia merupakan perumus dan penggali dari 
nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Maka dari itu hakim 
dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat.Sehingga tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan 
undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. 
Apabila undang-undang tidak dapat dijelaskan menurut arti 
katanya, hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat sesuatu 




kepastian hukum, maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa 
menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.
108
 
Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang karena ia 
tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. 
Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat 
undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan  undang-undang 
secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang 
sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran 
yang tepat. 
Disamping itu, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum 
dapat dikatakan sebagai  bagiandari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk 
nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum 
terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan 
adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan 
dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan 




Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 
terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 
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Hal ini juga berlaku terhadap Pengadilan Agama Sampit 
merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan 
tingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima,memeriksa, 
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya, salah satunya adalah permohonan itsbat nikah. 
Itsbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang 
terjadi sebelum tahun 1974, perkara isbat nikah bagi pengadilan agama 
diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan 
sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 
49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun fakta empirik 
menampilkan banyaknya perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 
jika dilihat dari syarat dan rukunnya terpenuhi, hanya saja perkawinan 
tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan (KUA). Lalu 
bagaimana payung hukum bagi para pelaku perkawinan tersebut? Apakah 
mereka tidak dapat mendapatkan itsbat nikah, sehingga perkawinannya 
tidak diakui oleh negara, keturunannya juga tidak dapat melakukan 
perbuatan berkenaan dengan hukum Indonesia. Sungguh ironis peristiwa 
tersebut, karena mereka sebetulnya melakukan perkawinan yang telah 
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terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya tidak dicatatkan pada lembaga 
negara. 
Pada tahun 1991 muncul Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) yang salah satu pasalnya memberi ruang bagi para pencari keadilan 
dalam perkawinan. pada Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI, Pasal 7 
ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) “itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan 
agama”, pada ayat (3) isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama 
terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan 
dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya 
keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan 
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, memberikan kewenangan lebih 
dari yang diberikan olehUndang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentangperkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 tentang PeradilanAgama. Di sisi lain,  pasal 2 TAP MPR RI No. 
III/MPR/2000 tentangsumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; 
INPRES tidaklahtermasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik 
Indonesia. 
Dalam perkara nomor Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt 
pertimbangan dalam  meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I 




Surat Keterangan Domisili, masing - masing atas nama Pemohon I dan 
Pemohon II, telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 
syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I dan 
Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit. 
Dalam keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan 
Pemohon II dipersidangan, telah memberikan keterangan dengan dibawah 
sumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah 
memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi 
tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 308 
dan 309 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.), oleh karena 
itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai 
pembuktian. 
Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
serta keterangannya di depan persidangan ditambah dengan bukti tertulis 
serta keterangan para saksi di bawah sumpah, telah diperoleh fakta tetap 
(faatsstaande feiten) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan 
Pemohon II padatanggal 21 April 2011 di wilayah Petugas 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, 




Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim, 
penghulu bernama Umar, karena ayah kandung Pemohon II telah 
meninggal dunia. 
Kakek Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II 
mempunyai saudara kandung laki – laki namun masih kecil dan 
Pemohon II tidak mempunyai paman. 
Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dihadiri 
saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Supiansyah dan 
Muhammad Saleh serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. 
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, 
dan Pemohon II berstatus perawan. 
Kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II 
rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami 
isteri dan  dikaruniai 1 orang anak bernama Nurhalisah Binti 
Bahril. 
Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan 
keluarga, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan 
yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan; 
Sejak pernikahannya tersebut hingga sekarang, antara 
Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada 
orang lain yang mengganggu gugat perkawinannya serta tidak 
pernah keluar dari agama Islam (murtad). 
Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 
permohonan Itsbat Nikah adalah agar memperoleh Penetapan 
Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah sebagai alas hukum pernikahan 
Pemohon I dengan Pemohon II sehingga memperoleh Buku 
Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk keperluan 
mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta 
surat – surat penting lainnya. 
 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis 




Mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu 
pernikahan yang tidak tercatat pada dasarnya hanya dimungkinkan 
apabila pernikahan tersebut terbukti sah menurut hukum. Dalam 
hal ini, ukurankeabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah 
sebagaimana diatur padapasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 4 
Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 
Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut 
telah dilaksanakan sesuai dengan syari‟at Islam sebagaimana pasal 
2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. 
Rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 
14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari calon suami, calon 
isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta qabul telah 
terpenuhi dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I 
dengan Pemohon II. 
 
Dari pernyataan di atas, salah satu alasan ttsbat Nikah yang dapat 
diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan 
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan 
baik karena menyangkut umur, pertalian nasab, pertalian kerabat 
semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, 
seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-
laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, 
salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar‟i lainnya 
sebagaimana telah diatur dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang. 
Pada kenyataannya perkara itsbat nikah ini menjadi menarik 
ketika mengalami perluasan permohonan yang diajukan ke Pengadilan 




kelahiran anak; 2) Isbat nikah untuk melakukan perceraian secararesmi 
di pengadilan; 3) Isbat nikah untuk mendapatkan pensiunan janda; 4) 
Isbat nikah isteri poligami.  
Perkara itsbat nikah hampir setiap tahun diajukan oleh para 
pemohon pada setiap Pengadilan Agama di Indonesia. Para pemohon 
isbat nikah tidak melihat apakah perkawinan mereka termasuk sebelum 
diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 atau 
sesudahnya. Dengan bermacam-macam alasan permohonan, mereka 
mengajukannya pada pengadilan Agama. 
Problem yang timbul dari itsbat nikah berkaitan dengan 
dikabulkan permohonan isbat nikah Nomor  0041/Pdt.P/2017/PA.Spt . 
Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh 
pasangan yang perkawinannya yang Dalam hal perpindahan wali dari 
nasab ke wali hakim maka haruS memenuhi kriteria sebagaimana 
kompilasi hukum Islam pasal 23 dan 24 ayat 3 serta 4, hakim perlu 
meramu ratio legis dan mencari alasan hukum yangmembolehkan 
pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah tersebut.
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Dalam perkara selanjutnya, permohonan pengesahan nikah / 
itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah 
diumumkan melalui siaran Radio FMentaya dalam tenggang waktu 14 
hari sebagaimana Surat Pengumuman permohonan Itsbat Nikah 
Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt tertanggal 10 Juli 2017, dan ternayata 
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tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang menyatakan keberatan 
atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, dengan demikian maksud dari 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan 
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
telah terpenuh. 
Pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat serta 
penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait maksud 
permohonannya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon 
I dan Pemohon II tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar pada Register 
Perkara Pengadilan Agama Sampit Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Spt. 
Tanggal 05 Juli 2017; 
Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para 
Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :  
1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan 
pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 April 
2011, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, 
Kabupaten Kotawaringin Timur; 
2) Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim, penghulu 
pembantu Petugas Pencatat Nikah bernama Umar, karena ayah 
kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakek Pemohon II 
telah meninggal dunia, Pemohon II mempunyai saudara kandung 
laki – laki namun masih kecil dan Pemohon II tidak mempunyai 
paman; 
3) Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri saksi nikah 2 
(dua) orang masing - masing bernama Supiansyah dan Muhammad 
Saleh,serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- 




4) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka 
dan Pemohon II berstatus perawan, dan kehidupan rumah tangga 
Para Pemohon tetap rukun dan harmonis dan telah bergaul 
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak 
bernama Nurhalisah Binti Bahril; 
5) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian 
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta 
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan 
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
6) Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada 
pihak ke tiga yang menganggu gugat pernikahan Pemohon I dan 
Pemohon II serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap 
beragama Islam; 
7) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan 
Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk 
mendapatkan Penetapan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah sebagai 
alas hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga 
memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah; 
Perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II 
menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 
ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 
yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan 
Agama. 
Dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan 
Pemohon II  telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa Asli Surat 
Keterangan Domisili, masing - masing atas nama Pemohon I dan Pemohon 
II, telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 




dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II 
berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit. 
Dalam keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan 
Pemohon II dipersidangan, telah memberikan keterangan dengan dibawah 
sumpah  menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah 
memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi 
tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 308 
dan 309 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.), oleh karena 
itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai 
pembuktian. 
Undang-Undan g Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 
tentang Perkawinan jo. pasal 7 ayat(3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, 
dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai pemeriksaan dalam 
persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 8, 9dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 7 ayat (3) huruf e, 
pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon IItelah 
sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf 




patut untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
sebagaimana tersebut di atas. 
Majelis  Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis 
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang 
berbunyi : 
لا حبكَ لاا ًنىث و يدهبش لدع 
Artinya :“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali 
dan dua orang saksi yang adil”. 
 
Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan 
Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan 
karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. 
Berdasarkan  hadis dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka kepada Pemohon I dan 
Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten 
Kotawaringin Timur. 
Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dan Pasal 5 KHI ini harus 
diartikan sebagai suatu kewajiban bagi hakim, karena ia merupakan 
perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan 




hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tugas penting dari hakim adalah 
menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. 
Apabila undang-undang tidak dapat dijelaskan menurut arti 
katanya, hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat sesuatu 
keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai 
kepastian hukum, maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa 
menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.
112
 
Sesuai komplikasi Hukum Islam  pasal 7 bahwa apabila pasangan 
suami telah melaksanakan perkawinan namun tidak menunjukan bukti 
autentik tentang perkawinannya maka dapat diajukan itsbat nikah ke 
Pengadilan Agama. Hal ini secara spesifik ditunjukan oleh pasal 7 (3) 
point c apabila pasangan merasa ragu terhadap syarat perkawinnya maka 




Dalam penalaran hukum diatas sesuai dengan pernyataan Syarif 
Mappiasse dalam merumuskan hukum suatu peristiwa hukum tentang 
struktur fakta tentang pernikahan yang dilaksanakan sesuai penetapan 
perkara Nomor  0041/Pdt.P/2017/PA.Spt. selanjutnya menginventarisir 
sumber hukum dan strukutur fakta hukum baik berupa Undang-Undang 
Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan 
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Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Dari regulasi diatas dianalisis 
sumber hukum tersebut dengan makna secara tekstual peraturan tersebut. 
Bilamana tidak dapat diterapkan dalam struktur fakta maka harus 
dilakukan intrepretasi atau berpikir tropikal.
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Hal ini menjadi pertimbangan para pihak yang berperkara telah 
mencurahkan segala tenaga dan finansial dalam menjalani sidang 
penetapan. Namun, tidak kejelasan dari pihak mengenai kepastian 
pencatatan nikah. Pada proses pencatatan nikah tentunya yang dikehendaki 
oleh pasangan ialah kutipan akta nikah walaupun secara yuridis bahwa 
surat penetapan itu sudah memenuhi bukti autentik dalam kepengurusan 
administrasi kependudukan. 
Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian 
kepastian hukum,yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian 
hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak 
kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. 
Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, 
yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, 
sedangkan kepastian hukum  dalam hukum tercapai apabila hukum 
tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang 
tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan ( undang-
undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang 
dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-
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sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah – istilah 
yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. 
Pada dasarnya hakim  memang harus menerapkan hukum yang ada 
dalam peraturan perundangan-perundangan. Adanya hukum yang tertulis 
dalam bentuk peraturan perundangan-perundangan sebagai wujud dari 
asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi 
undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan 
cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain, dalam kehidupan 
modernkomplek serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah 




Dalam perkara perkara:Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA hakim 
Pengadilan Agama Sampit  dalam memhami agar dalam  ketetapan ini 
mendapat kepastian hukum sehingga berguna terhadap para pihak 
mendapat hak administrasi dan hak perdata lainnya.   
Apabila dipahami secara mafhum mukholafah maka Peraturan 
Menteri Agama tidak mengatur mengenai itsbat nikah sirri dengan 
menggunakan wali hakim penghulu tanpa adanya tauliyah wali maka 
dianggap tidak sah pernikhannya sehingga harus diulang oleh pasangan 
nikah yang diduga sirri KUA dan dilaksanakan oleh Kepala KUA. 
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Pertimbangann hakim perkara ini, termasuk bidang perkawinan, 
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama jo. pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 
Berada di Bawahnya jo. pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 ayat (2) PERMA 
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada 
di Bawahnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan 
Pemohon II. 
Setelah diuaraian antara teori-teori dengan pertimbangan hakim 
dalam perkara nomor : 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt maka sudah sepantasnya 
majlis hakim dalam menetapkan. Karena, syarat formil dan materiil sudah 
terpenuhi.  Hal, sejalan teori kepastian dan kewenangan sehingga 
berdampak pada kemanfaat dan kepastian. Selanjut, setelah ketetpan ini 
tentunya para pihak mendapatkan hak-hak keperdataan sebagaia warga 
negara mengingat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku serta hukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini telah 
ditetapkan sebagi berikut: 




b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahril Bin Mujeni) 
dengan Pemohon II (Mala Binti Misran) yang dilaksanakan pada 
tanggal 21 April 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin 
Timur. 
c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar 
biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh 
satu ribu rupiah). 
Setidaknya terdapat beberapa alasan pengadilan agama dapat 
menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca 
berlakunya Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974. Pertama, 
berkaitan dengan asas ius curia novit yakni hakimdianggap mengetahui 
hukum isbat nikah, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan 
hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat 
peraturanhukumnya (rechtsvacuum).
116
 Kedua, pendekatan sosiologis 
yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan 
sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan 
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lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum 
tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan 
masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (living 
law) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan 
sebutan penemuan hukum (rechtsvinding). Dasar hukum peran hakim 
terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”.117 
Pasal di atas memberi penjelasan bahwa, seorang hakim diberi 
kebebasan untuk menemukan hukum terhadap masalah atau kasus yang 
tiada peraturan hukumnya atau adanya peraturan yang multitafsir tentang 
hal-hal yang diajukan kepadanya. Selain Pasal tersebut ada aturan lain 
yang memberi kewenangan hakim dan pengadilan untuk menerima setiap 
permohonan kemudian memeriksa dan memutuskannya, di antaranya, 
Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
berbunyi sebagai berikut “Pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 
memutusnya” atau Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
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tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
Beberapa alasan inilah yang menurut peneliti, para hakim dapat 
menerima permohonan isbat nikah meski perkawinannya terjadi setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974. Hakim 
akan mencari kebenaran formil dan materiil dalam permohonan isbat 
nikah. Kebenaran formil dan materiil yang dicari oleh hakim terwujud 
dalam amar putusan atau penetapan.
118
 
Putusan atau penetapan isbat nikah oleh majelis hakim di 
Pengadilan Agama Sampit dilakukan melalui proses tahapan dari 
permohonan sampai putusan atau penetapan. Setelah permohonan itsbat 
nikah diajukan ke Pengadilan Agama, tahapan selanjutnya Pengadilan 
Agama akan menentukan hari sidang. Pada saat persidangan, Pengadilan 
Agama memeriksa apakah syarat-syarat formil sudah terpenuhi atau 
belum. Jika seluruh persyaratan formil sudah terpenuhi, maka Pengadilan 
Agama melalui majelis hakim membuat penetapan atau putusan yang 
bunyinya permohonan diterima. 
Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam tata cara beracara 
di Pengadilan Agama antara lain: 
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1) Permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan 
kompetensi/kewenangan relatifnya. 
2) Surat permohonan/gugatan diberi tanggal dan ditandatangani oleh 
pemohon/penggugat. 
3) Identitas pihak berperkara harus jelas. 
4) Fundamentum petendi/posita harus jelas. 
5) Petitum harus jelas.119 
Disamping syarat-syarat formil diatas maka alat-alat bukti dalam 
perkara ini juga sangat berperan dalam pertimbangan hakim baik itu alat 
bukti langsung (Direckt Evindence) maupun berupa alat  P1 berupa 
domisili karena pasangan ini tidak pernah melaksanakan perekaman 
karena terkendala tidak adanya kutipan akta nikah.
120
 Oleh karena, dalam 
melaksanakan kegiatan penetapan perkara isbat hakim juga harus secara 
filosofinya menggunakan asas manfaat karena setelah adanya penetapan 
maka tersebut para pihak akan dapat hak-hak administrasinya sebagai 
warga negara. Hal ini akan berimplikasi terhadap diri pasangan itu sendiri, 
anak-anaknya.  
Pada saat ini administrasi kependudukan mensyaratkan adanya 
buku nikah tetapi apabila mereka tidak memiliki buku nikah maka akan 
terkendala dalam pembuatannya. Apabila mereka nikah sirri dengan telah 
memenuhi syarat- syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam maka bisa 
                                                             
119






diisbatkan. Namun apabila tidak memenuhi syarat dan rukun makan harus 




Dalam mempertimbangkan perkara hakim tidak hanya 
mempertimbangkan secara yuridis normatif akan tetapi secara sosiologis 
juga menjadi dasar pertimbanganya. Dalam  masyarakat sebuah 
pernikahan secara sirri akan mempuyai image yang kurang baik, atau 
bahkan menjadi sebuah baik. Dampaknya adalah pasangan nikah sirri akan 
merassa minder atau bahkan lebih ekstrim lagi keluarga mereka bisa 
dikucilkan.  
Hal ini seperti yang dikatakan oleh hakim Mursidah di mana 
setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama maka mereka akan bisa 
melanjutkan sekolah, waris dan hak-hak perdata lainnya akibatnya mereka 
akan bisa menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan warga secara 
normal karena secara agama dan menurut hukum positif telah diakui.
122
 
Melihat keberlakuan yang diberikan hakim terhadap pasangan yang diduga 
siri melakukan itsbat nikah harus dilihat kaidah berikut:  
خحجاسنا خحهصًنا عجتَ ىكحنا 
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Wawancara dengan  Mursidah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 
Oktober 2018 
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Wawancara dengan  Mursidah, S.Ag, Suawarlan, S.H, Firmansyah SHI. Hakim 




Artinya: “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”123 
Kaidah diatas bagi peneliti memberikan pemahaman bahwa hakim 
seharusnya menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) 
sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum, 
mencarikan hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu 
perkara tersebut, dihadapkan  dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara 
sesuai dengan keadaannya yang ditemui sebagai berikut: 
d. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-perundangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada dan 
telah jelas, maka hakim menerapkan ketentuan tersebut. 
e. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-perundangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut, telah ada 
tetapi tidak jelas dan maknanya, maka hakim yang bersangkutan 
melakukan intepretasi atas materi ketentuan peraturan perundangan-
undangan tersebut. 
f. Bila materi ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang 
mengatur perkara yang dihadapkan pada hakim tersebut tidak ada dan 
belum ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh hakim 
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Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam merapkan hukum pada 
perkara Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt. Hakim menganggap Undang-
Undang atau Peraturan Menteri Agama secara eksplisit belum 
meyebutkan sesuai dengan kewenangannya menggali dan menafsirkan, 
sehingga ditemukan kearifan hakim sehingga para pihak yang berpekara 
dalam putusan perkara Nomor: 0041/Pdt.P/2017/PA.Spt dapat merasakan 








Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis 
simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan pembahasan wali 
hakim, antara lain: 
1. Dalam Putusan Menteri Agama (PMA) terhadap wali hakim yang tidak 
mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama memang 
tidak disebutkan secara jelas ketentuan wali hakim tersebut. Namun, jika 
dipahami secara secara mafhum mukholafah, pernikahan dengan cara wali 
hakim yang tidak sesuai dengan PMA tersebut dapat dinyatakan bahwa 
itsbat nikah tidak bisa dilangsungkan ke Pengadilan Agama melainkan 
pasangan yang diduga sirri harus mengulang kembali nikahnya kepada 
KUA karena yang berhak menjadi wali hakim adalah KUA itu sendiri. 
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sampit dalam mengabulkan 
itsbat nikah bagi pasangan yang diduga sirri para hakim tidak hanya 
mempertimbangkan secara yuridis normatif terhadap pengabulan tersebut. 
Akan tetapi, secara sosiologis menjadi dasar pertimbanganya karena para 
hakim Pengadilan Agama Sampit melihat agar keluarga pasangan yang 
diduga sirri bisa menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan warga 








1. Bagi calon penggantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi 
terhambat dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak 
sebagai wali nikah karena ada beberapa faktor penyebab di antaranya wali 
jauh, atau putus walinya tersebut mafqud, walinya tumpur atau walinya 
waladul um, itu semua bukan merupakan suatu halangan dan dapat 
diselesaikan dengan cara mengangkat wali yaitu wali hakim dari Kantor 
Urusan Agama untuk dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan 
wali nasabnya. 
2. Pengadilan Agama Sampit dalam mengabulkan itsbat nikah seharusnya 
lebih mempunyai kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum-hukum 
yang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah, karena meskipun 
maslahatnya adalah untuk administrasi kependudukan dan hak waris anak 
karena tidak adanya wali hakim, maka sepantasnya dalam ketentuan yang 
berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam 
dikatakan bahwa Perkawinan bisa harus dicatatakan dan itsbat nikah hanya 
berlaku bagi pasangan yang menikah sebelum adanya Kantor Urusan 
Agama dan bukti nikah hilang atau terbakar, sehingga nikah siri tidak bisa 
dikabulkan karena nikah siri harus dicatatkan dan wali hakim bagi 
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